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PERTANYAAN WAWANCARA DALAM PENELITIAN
KONFLIK PENGALIHAN TANAH HAK ULAYAT DI

A

10.

11.

12.
13.
14.

KABUPATEN JAYAPURA PAPUA
Sejauh mana peran Ondoafi dalam masyarakat ?
Apakah masyarakat adat terhadap hukum adat ?
Apa indikasi ketaatan masyarakat ?
Apakah setiap kepututsan yang diambil oleh Ondoafi
masyarakat berani melanggar ?
Apakah ada peran gereja pada karismatik yang dimiliki
oleh Ondoafi ?
Bagaimana peran kepala suku ?
Sejauh mana otoritas Pemerintahan adat itu ditaati oleh
masyarakat ?
Apakah kepala suku dan Ondoafi dipilih secara
demokrasi ?
Apa kriteria seorang yang akan menjadi pemimpin adat ?
Bagaimana pendapat sebagai tokoh adat Tanah yang
sudah dilepaskan oleh adat kepada perusahaan HGU
(Hak Guna Usaha) apabila sudah habis masa berlakunya
maka menurut undang-undang menjadi tanah negara?
Bagaimana proses yang dilakukan ketika tidak didapati
perdamaian ?
Bagaimana jika terjadi korban ?
Bagaimana kompensasi pada perang suku ?
Apakah seorang Ondoafi sebagai tokoh adat merasa ada

pengaruh dari kekuatan ghaib atau supranatural ?
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BENTUK SURAT KEPUTUSAN PERADILAN DEWAN
ADAT SUKU SENTANI KABUPATEN JAYAPURA

PAPUA

Hasil keputusan dalam sidang peradilan adat dalam

musyawarah dewan adat tentang penyelesaian konflik pengalihan

Tanah Hak Ulayat antara pihak tergugat, pihak dua dengan

kepada suku Akhona, Abuafa dan generasi muda suku Ongge.

Lembaga adat suku Sentani

Membaca: 1.

Ulayat

Menimbang: 1.

Memperhatikan:

Berita acara pelepasan hak atas Tanah Hak

Surat penolakan atas pelepasan hak Tanah Hak
Ulayat .

. Surat pernyataan kebulatan tekad generasi muda

keluarga besar suku suku di Sentani

Berita acara tentang pembentukan team
penyelesaian  masalah tanah di  wilayah
kecamatan Sentani kabupaten tinggakat II
Jayapura.

Team pelepasan hak atas tanah adat milik
keluarga besar suku suku di Sentani atas nama
para akhona dan generasi muda suku ongge.

1. Semua  keterangan  tambahan  yang
disampaikan kepala suku akhona dan
generasi muda suku secara berturut-turut
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2. Keterangan tambahan yang disampaikan oleh bapak
ondofolo besar, kepala desa dan ketua dewan adat
masing-masing

3. Pengarahan hukum adat Sentani yang disampaikan oleh
bapak ketua umum lembaga adat Sentani terutama istilah
hak pakai dan hak milik atas tanah ulayat sebagai tanah
hak adat bersama, penjelasan proses awal musyawarah
mufakat keluarga suku-susku, kemudian proses
penerimaan dan bembagian uang ganti rugi tanah adat,
yang harus dan patut dinikmati pula oleh seluruh
keluarga besar, yang disampaikan dalam forum sidang
adat Sentani

4.  Permintaan saran, pendapat, tanggapan dari kepala suku
mewakili kepala suku yang lain, tanggapan generasi
muda yang disampaikan resmi dalam forum sidang adat.

5. kesimpulan sementara sebagai tanggapan permintaan
simpatik dari perwakilan suku-suku, bapak ketua
lembaga adat Sentani sebagai pimpinan sidang adat,
terutama akibat yang dapat dijadikan sebagai keputusan
sidang adat yang kita terima dan perlakukan dengan
penuh rasa tanggung jawab demi kepentingan keluarga
besar suku suku di Sentani

Memutuskan dan menetapkan
Pertama: Bahwa hukum adat istiadat Sentani tidak mengenal dan
mengakui adanya tanah adat milik peroragan, baik

ondofolo, kotelo, akhona dan akha-peakhe.
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Kedua:

Ketiga:

Keempat:

Bahwa hukum adat istiadat Sentani hanya mengenal
dan mengakui adanya tanah adat milik bersama,
dengan demikian, maka setiap usaha pelepasan hak
tanah ulayat, langkah awal seharusnya lewat
musyawarah  mufakat bersama, juga terhadap
penerimaan dan pembagian uang ganti rugi tanah adat,
harus dan patut dinikmati bersama.

Bahwa ternyata terbukti permintaan/usul simpatik
mengalami jalan buntu atau gagal , maka Tanah Hak
Ulayat sebagai tanah adat milik bersama suku-suku
dinyatakan batal dan ditarik kembali dari tergugat
sebagai pihak kedua, sebagaimana yang termuat dalam
berita acara penarikan surat pelepasan Tanah Hak
Ulayat , dan sejumlah pembayaran dan penerimaan
uang ganti rugi tanah adat yang dibayar oleh pihak
kedua dan terima secara sepihak oleh pihak masyarakat
adat yang menerima kompensasi pembayaran menjadi
tanggung jawab  sepenuhnya pihak  pertama,
sebagaimana yang tercantum dalam berita acara
pelepasan tanah.

menerima dan mendukung untuk sementara waktu
prakarsa akhona dan generasi muda suku ongge
dengan pembentukan team penanggulangan kemelut
keluarga suku masaing masing sebagaimana diatur.
Team penyelesaian masalah Tanah Hak Ulayat

keluarga suku suku yang dicetuskan pada sidang adat
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Kelima:

Keenam:

dan team pelepasan hak atas tanah adat milik keluarga
suku yang dicetuskan bersama akhona dan generasi
muda suku.

Bahwa butir 2 dan 3 yang termuat dalam pernyataan
dan kebulatan tekat generasi muda suku-suku pada saat
ini, untuk sementara waktu ditunda dan selanjutnya
akan dibahas dan diselesaikan bersama kedua team
penanggulangan konflik suku-suku yang terbentuk dan
disahkan sekang ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila terdapat kekeliruan dapat disempurnakan

kemudia.

Kemudian disetujui oleh lembaga musyawarh adat dan turut
mendukung para akhona serta turut mengetahui kepala desa dan
dewan hukum adat suku Sentani.

Ditetapkan  : di Sentani
Pada tanggal : 01- Maret- 2018

Lembaga Musyawarah adat Sentani

Ketua umum,
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Turut mengundang dan menyetujui

1. Akhona 2. Akhona 3. Akhona

4. Akhona 5. Akhona 6. Tertua Adat

Turut mengetahui,

Kepala Desa Kepala Distrik Dewan Hukum Adat
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PENGAKUAN

BEKAS ANGGOTA TNI ANGKATAN DARAT
ATAS LOKASI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI
KAMPUNG BENYOM JAYA I DAN BENYOM JAYA II
DISTRIK NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N ama : NAMAN SIMON

Tempat tanggal lahir  : Makale, 9 Maret 1946

Alamat : Kampung Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang
Kabupaten Jayapura )

Pekerjaan : Kepala Kampung Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang

Kabupaten Jayapura

Melihat dan memperhatikan keluhan dan kerugian yang diderita oleh Masyarakat
Adat Kutu, Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura atas tanah Adat mereka dari
kali Asco sampai kali Muaip yang sekarang disebut Lokasi Pemukiman
Transmigrasi Kampung Benyom Jaya I dan Kampung Benyom Jaya II Distrik
Nimbokrang Kabupaten Jayapura, maka pada hari ini sayamengaku:

1. Bahwa pada waktu itu saya sudah bertugas di Koramil 1701-14° Nimboran.
Komandan Koramil pada waktu itu adalah Pa Santoso, wakil Komandan
Koramil Pa Duwi sedangkan saya adalah Babinsa di Desa Kuipons:Kecamatan
Nimboran. Wilayah Desa Kuipons pada waktu itu meliputi : Kampung
Sarmaikrang, Pobaim dan Nimbokrang termasuk Tanah Adat Asoo Muaip milik
Masyarakat Adat Bunyom vyang sekarang, disebut Lokasi Pemukiman
Transmigrask Kampung: Bemyonw Jayar I” dame Bemyom Jaya II Distrik
Nimbokrang Kabupaten Jayapura.

2. Pelaksanaan proyek Transmigrasi sebelum Nimbokrang, aviral'rﬁ‘é di Besum
pada tahun 1973/1974. Berhubung luas tanah di Besqu’;{}:jdak cukup
kemudian dikembangkan ke Kampung Nimbokrang Desa Kuipons Kecamatan
Nimboran Kabupaten Jayapura. Pada waktu itu kami dari Koramil 1701-11
Nimboran ditunjuk untuk mengamankan pelaksanaan proyek Transmigrasi
atas perintah Gubernur Irian Jaya Acub Zainal, bekas Pangdam XVII
Cenderawasih. '

3. Bahwa menurut keterangan dari Ir.Joko juga Denah Lokasi Pemukiman
Transmigrasi untuk Nimbokrang yang diperlihatkan atau ditunjuk kepada
kami pada waktu itu, bahwa Tanah dan Hutan yang diserahkan oleh
masyarakat. Adat -Kampung Nimbokrang untuk _Pemukiman  Lokasi
Transmigrasi adalah dari Icim sampai kali Asoo dengan batas-batas tanah-
sebagai berikut : : ’

— Utara berbatasan dengan : Sungai Grime

— Timur berbatasan dengan : Jalan Raya Warombaim-Pobaim
— Selatan berbatasan dengan : Kali Lepu

— Barat berbatasan dengan : Kali Asoo
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- Bahwa Tanah Adat dari kali Asoo sampai kali Muaip yang sekarang disebut
Lokasi Pemukiman Transmigrasi Benyom Jaya I dan Benyom Jaya II, Distrik
Nimbokrang Kabupaten Jayapura adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Jayapura dari hasil tindakan penyerobotan vang dilakukan
Pemerintah pada waktu itu untuk kepentingan Transmigrasi.

- Masyarakat Adat Kutu dari Kampung Bunyom dan Meyu pada waktu itu
dibawah pimpinan Yustus Kekri, Paulus Tecuari dan Abner Demonggreng
telah beberapa kali atau berulangkali usir tim survey dibawah pimpinan
IrJoko lalu bakar pondok-pondok mereka. Namun Ir.Joko dan teman-
temannya tetap saja tidak mau menghiraukan keberatan dari masyarakat
Adat Kutu dari Kampung Bunyom dan Meyu. '

- Pemerintah pada waktu itu tidak mampu mengamankan tindakan protes atau
keberatan dari masyarakat Adat Kutu dibawah pimpinan Yustus Kekri, Paulus
Tecuari dan Abner Demonggreng. Akhimya kami dari TNI Angkatan Darat
yang bertugas di Koramil 1701-11 Nimboran diminta oleh Pemerintah untuk
menekan masyarakat Adat Kutu dari Kampung Bunyom dan Meyu dengan
ancaman senjata. Akhirnya masyarakat Adat menjadi takut karena ditekan
oleh kami dari TNI Angkatan Darat yang bertugas di Koramil 1701-11
Nimboran pada waktu itu.

. Bahwa setelah masyarakat Adat Kutu mendapat tekanan dari kami TNI

Angkatan Darat yang bertugas di Koramil 1701-11 Nimboran, maka

Pemerintah mendapat kesempatan luar biasa untuk menguasai -dan |
menduduki Tanah Adat masyarakat Kutu dari kali Asoo sampai kali Muaip
yang sekarang disebut Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kampung Benyom:
Jaya I dan Kampung Benyom Jaya II, Distrik Nimbokrang Kabupaten . -
Jayapura, tanpa ada 3 AdatrKutu.

. Bahwa tuntutan masyarakat Ada¥ Kuter Distrik Nimbokrang® Kabupaten
Jayapura akhir-akhir ini kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura maupun
kepada Pemerintah Provinsi Papua, atas Tanah Adat mereka dari- kali Asoo
sampai kali Muaip yang sekarang disebut Lokasi Pemukiman : Transmigrasi
Kampung Benyom Jaya I dan Kampung Benyom Jaya II Distrik:Nimbokrang
Kabupaten Jayapura adalah tuntutan yang benar dan perlu’ mendapat
perhatian dari Pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. .

. Bahwa perlu disadari oleh semua pihak bahwa Undang-Undang Nomor : 21
Tahun 2001 lahir karena desakan reformasi di Indonesia, khusus gerakan
reformasi di Tanah Papua adalah desakan orang asli Papua untuk:’minta
merdeka keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).:UntuK itu
setiap perbuatan Pemerintah dahulu yang merugikan orang asli Papua;
seperti kerugian yang diderita oleh masyarkat Adat Kutu Distrik Nimbakrang
Kabupaten Jayapura yang menderita kehilangan hak atas Tanah Adat
mereka dari kali Asoo sampai kali Muaip yang sekarang disebut Lokasi
Pemukiman Transmigrasi Kampung Benyom Jaya I dan Kampung Bgnyom B
Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, periu mendapat perhaﬁan o
serius dari Pemerintah Kabupaten Jayapura maupun Pemerintah Pro,{/ih’siﬁ )

EEIRIAR .
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Papua sesuai semangat Otonomi Khusus yaitu keberpihakan kepada

orang asli Papua yang korban akibat pembangunan di jaman
Pemerintahan Orde Baru, yang mana pada waktu itu sama sekali
tidak ada keberpihakan kepada orang asli Papua.

Pengakuan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari
pihak manapun, secara tertulis untuk diperbanyak dan diketahui oleh semua
pihak agar memperhatikan penderitaan dan kerugian yang dialami dan diderita
oleh masyarakat Adat Kutu Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, atas Tanah
Adat mereka dari kali Asoo sampai kali Muaip yang sekarang digunakan oleh
Pemerintah sebagai Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kampung Benyom Jaya 1
dan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, tanpa ada
kesepakatan atau persetujuan dari masyarakat Adat Kutu yang punya Tanah
Adat dari kali Asoo sampai kali Muaip.

Demikian Pengakuan saya atas tindakan kami sebagai anggota TNI
Angkatan Darat yang bertugas di Koramil 1701-11 Nimboran pada waktu itu.

Benyom Jaya I, 05 April 2005

Bekas:TNI AD
{Koramil 1701-11 Nimborar)
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MAJELIS RAKYAT PAPUA

Alamat : JI. Raya Kotaraja — Abepura Teip/Fax : (0967) 582125/ (0967) 582087

REKOMENDASI
Nomor : 593 /475 / MRP /2009

GANTI RUGI TANAH TRANSMIGRASI BENYOM JAYA I DAN BENYOM JAYA II DISTRIK
NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN SURAT
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : SK.2/HPL/DA/1978 TANGGAL
18 JANUARI 1978.

Berdasarkan Pengaduan masyarakat adat Benyom (Kutu) Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura
tentang tanah Transmigrasi Benyom Jaya I dan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura
Provinsi Papua yang telah disampaikan :

1. Kepada Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 20 Juli 2007 sewaktu Gubernur melakukan kegiatan
TURKAM (Turun Kampung) di Kampung Genyem Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura.

2. Kepada Wakil Gubernur Papua pada tanggal 12 Juli 2008 sewaktu Wakil Gubemur melakukan
kegiatan TURKAM (Turun Kampung) di Kampung Guriat Distrik Unurum - Guay Kabupaten
Jayapura.

Pengaduan masyarakat adat Benyom (Kutu) setelah dikaji oleh MRP terbukti hal — hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan kebutuhan Pemerintah, maka pada tanggal 18 Juni 1975 masyarakat adat
Nimbokrang Kabupaten Jayapura melepaskan atau menyerahkan tanah seluas 3.000 Ha kepada
Pemerintah untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi. Tanah 3.000 Ha telah di tetapkan sebagai tanah
Negara mejaiui :

a. Surat Keputusan Bupati KDH.Tk.IT Jayapura Nomor : 25/KPTS/BUP-JP/1976,tanggal 18 Juni
1976;

b. Surat Keputusan Gubernur KDILTk.1 Irtan Jaya Nomor : S0/G13/1977, tanggal 7 Juni 1977,

¢.  Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK2/TIPL/DA/IOTE, tanggal 18 Januari 1978,

2. Dalam Surat Pernyataan Pelepasan Huk atas tanah 18 Juni 1975 tidak discbutkan batas - batas tanah.
Namun batas — batas tanah yang dimaksud telah jelas dalam Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk

Irian Jaya Nomor : 50/G1J/1977, tanggal 7 Juni 1977 sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Sungai Grime

- Timur berbatasan dengan : JI. Raya Warombaim — Pobaim
- Selatan berbatasan dengan : Kali Lepu

- Barat berbatasan dengan : Kali Asoo

Luas tanah 2.600 Ha yang sekarang disebut Lokasi Transinigrasi Nimbokrang.

(3]

Tanah Transmigrasi Benyom Jaya I dan Benyom Jaya 1l Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura
berada di Luar tanah Negara seluas 2.600 Ha sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan

Gubernur KDH.Tk.I Irian Jaya Nomor : 50/G1I/1977, tanggal 7 Juni 1977.
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4. Tanah Transmigrasi Benyom Jaya I dan Benyom Jaya 11 Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura
adalah milik masyarakat adat Benyom (Kutu) yang tidak pemah dilepaskan atau diserahkan kepada
Pemerintah untuk Lokasi Permukiman Transmigrasi. Tanah tersebut seluas 1.800 Ha dengan batas —

batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Sungai Grime

- Timur berbatasan dengan : Kali Asoo

- Selatan berbatasan dengan : JIn. Raya Sanmni
- Barat berbatasan dengan : Kali Muaif

5. Dasar Hukum pembayaran ganti rugi tanah Transmigrasi Benyom Jaya 1 dan Benyom Jaya Il Distrik
Nimbokrang Kabupaten Jayapura adalah Surat Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
SK.2/HPL/DA/1978, tanggal 18 Januari 1978 yang berbunyi sebagai berikut : “3. dpabila_di atas

lanah_yang diberikan tersebut masih terdapat tanah, tanaman_dan bangunan dari rakyal maka

pembayaran_ganti ruginya wajib_diselesaikan_terlebih dahulu _oleh_penerima_hak’'. Bahwa yang

dimaksud dengan penerima hak adalah Departemen Transmigrasi RI.
6. Harga dasar pembayaran ganti rugi atas tanah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di
Kabupaten Jayapura dengan memperhatikan imbalan jasa / ucapan terima kasih dari Pemerintah yang
di tolak oleh masyarakat adat Benyom (Kutu) dan yang diterima bersama masyarakat adal
Nimbokrang,.
Demikian rckomendasi ini diberikan untuk mendaupat perhatian dari Menteri Transmigrosi dan Menteri
Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusun Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : SK.2/HPL/DA/1978, tanggal 18 Januari 1978.

Dikeluarkan di Jayapura

- 5 Mei 2009

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Koordinator KESRA R1 di Jakarta;

3. Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta;

4. Menteri Transmigrasi RJ di Jakarta;

5. Menteri Keuangan RI di Jakarta;

6. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;

7. Ketua DPR Papua di Jayapura;

8. Bupati Jayapura di Sentani.

9. Sdr. Pdt. Benyamin Yantewo, S.Pd.K
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MAJELIS RAKYAT PAPUA

JIn. Raya Abepura - Kotaraja, Telp. (0967) 582087
Web.www.mrp.go.id, emaik: majelisrakyatpapua@yahoo.co.id

Javapura, 10 Juni 2013

Nomor © 593/203/MRP epada
Lampiran : 1 (satu) Eks Yth. 1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hal : Mohon Pelaksanaan SK Menteri Republik Indonesia
Dalam Negeri RI Nomor : SK.2/ 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
HPL/DA/1978 atas Tanah Trans- di -
migrasi Benyom Jaya I dan Benyom Jakarta

Jaya II Distrik Nimbokrang
Kabupaten Jayapura

Berdasarkan pertemuan tanggal 07 Maret 2013 antara Menteri Dalam Negeri,
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Bupati Jayapura dengan
masyarakat Adat pemilik tanah dan warga transmigrasi Distrik Nimbokrang yang
difasilitasi oleh Pansus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam DPD RI di Jakarta.
Dimana kesimpulan dari pertemuan tersebut para pihak dimohon untuk kumpulkan data
dan dasar hukum untuk menyelesaikan persoalan tanah transmigrasi di Kabupaten
Jayapura. '

Menindaklanjuti pertemuan tersebut maka pada kesempatan ini Majelis Rakyat
Papua menyampaikan Rekomendasi Nomor : 593/475/VRP/2009 tanggal 5 Mei 2009
untuk mendorong proses penyelesaian masalah tanah transmigrasi Benyom Jaya I dan
Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

Dewnticiatr penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

KYAT PAPUA

KETUA 1,

———

N2 ] SIMBIAK, S.Th
Tembusan kepada Yth :

Ketua Pansus Konflik Agraria dan SDA DPD RI di Jakarta;

Menteri Negara Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;

Menteri Negara Koordinator KESRA RI di Jakarta;

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Kepala UP4B di Jayapura;

Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;

Bupati Jayapura di Sentani;

Sdr. Pdt. Benyamin Yantewo, S.Pd.K.

PNOL BN

254



Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan:

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA
: DN.860/|1 { /DPD/III/2013 Jakarta, S Maret 2013
: 1 (satu) berkas
: Undangan Dengar Pendapat Panitia Kepada Yth.
Khusus Konfiik Agraria dan Sumber
Sdr. Benny Yantew:
Daya Alam DPD RI gdeac °
di
Tempat

Berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 23/DPD RI/ITI/2011-2012, DPD RI
telah membentuk Panitia Khusus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam yang
salah satu tugasnya adalah melakukan upaya-upaya strategis dalam menyelesaikan
kasus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam.

Untuk menindakdanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan konflik sengketa
Tanah Transmigrasi di Distrik Nimbokrang dan Distrik Namblong Kabupaten
Jayapura Provinsi Papua antara warga transmigrasi dengan Pemilik Hak Ulayat,
Panitia Khusus Konflik Agrarla dan Sumber Daya Alam DPD RI mengundang
Saudara pada Dengar Pendapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 7 Maret 2013
Waktu : Pkl 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat :  Ruang GBHN Gd. Nusantara V MPR/DPR/DPD RI

Ji. Jend. Gatot Subroto No. 6, Senayan-Jakarta

Konfirmasi kehadiran kiranya dapat disampaikan kepada kami melalui
Sekretariat Panitia Khusus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam DPD RI telepon
(021) 57897333, faksimil (021) 57897332.

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami sampaikan terima
kasih. )

PIMPINAN

1. Yth. Pimpinan DPD RI;dan
2. Yth. Pimpinan Pansus Konflik Agrarfa dan SDA DPD RI.
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DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

KESIMPULAN SIDANG DENGAR PENDAPAT
PANSUS KONFLIK AGRARIA DAN SDA DPD RI
DALAM RANGKA MEDIASI KONFLIK TANAH TRANSMIGRAN
DI DISTRIK NIMBOKRANG DAN DISTRIK NAMBLONG
KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA
7 Maret 2013

Dalam rangka menindaklanjuti penyelesaian kasus sengketa tanah transmigran
di Distrik Nimbokrang dan Distrik Namblong Kabupaten Jayapura Provinsi
Papua, para peserta Sidang Dengar Pendapat menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelesaikan sengketa tanah transmigran di Distirik Nimbokrang dan
Distrik Namblong Kabupaten Jayapura berlandaskan ketentuan hukum dan
peraturan peruhdangan yang berlaku, tanpa mengabaikan musyawarah;

2. Tindak lanjut penyelesaian akan dilakukan oleh Tim Penyelesaian Sengketa
untuk menyusun grand desain dan dasar hukum penyelesaian sengketa
yang dikoordinasi oleh Anggota DPD RI Provinsi Papua (Paulus Yohanes
Sumino) dengan anggota yang terdiri dari Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kementerian. Dalam Negeri, Kemecnterian Ke-u-a'ngan‘, Unit
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dan Pemerintah
Kabupaten Jayapura serta instansi lain yang terkait.

3. Masing-masing pihak mempersiapkan data-data sesuai dengan bidangnya
yang berkaitan dengan masalah sengketa tanah transmigran di Distirik
Nimbokrang dan Distrik Namblong Kabupaten Jayapura.

yang Menyetujui,
Para Pihak,
KEMENTRIAN KEMENTRIAN KEUANGAN
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,

Direktorat fenderal P2K Transmigrasi,

S

SH., M.Kn Drs. Dedi Syarif Usman, MA

Direktur Pényediaan Tanah Transmigrasi Direktur Barang Milik Negara
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KEMENTRIAN DALAM NEGERI
Direktorat Jenderal Pemrintahan Umum,

Ka. Subdit Pertanahan dan Kawasan Khusus

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA,

Mathiids Awoitauw, SE., M.Si.

Bupati

PERWAKILAN WARGA,

Lembaga Komunitas Anak Transmigrasi

Sobiki
- Ketua

PIMPINAN

PANITA KHUSUS KONFLIK AGRARIA DAN SDADPDRI,

Ketua, Wakil Ketua,
Koo, 40/ E
y v N =

1 Wayan Sudirta, SH Ir. Al"nang Prihantoro
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PENGAKUAN GEREJA
ATAS KONFLIK LOKASI TRANSMIGRASI
KAMPUNG BENYOM JAYA 1 DAN BENYOM JAYA 2
DISTRIK NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA

Kepada Yth : 1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura

2. Ketua DPR Papua di Jayapura
3. Ketua MRP di Jayapura

Dari : Pimpinan Gereja yang ada di wilayah Grime Kabupaten Jayapura

Memperhatikan konflik Horizontal yang berkepanjangan antara masyarakat Adat
Kampung Bunyom Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura dengan warga Transmigrasi
di Lokasi Benyom Jaya 1 dan Benyom Jaya 2 Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura,
maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1.

Kami dari Gereja mengaku dengan sebenar-benarnya, bahwa tanah Transmigrasi
Benyom Jaya 1 dan Benyom Jaya 2 Distrik Nimbokrang benar-benar lokasi

Transmigrasi yang tidak memiliki Legalitas.

Lokasi Transmigrasi yang memiliki Legalitas adalah :

a. Lokasi Transmigrasi Besum kampung Karya Bumi Distrik Namblong memiliki
Legalitas yaitu : Surat Pemnyataan Pelepasan Adat tanggal 30 Januari 1974 dengan
Iuas tanah 450 Ha.

b. Lokasi. Transmigrasi. Kampung Nimbokrang memiliki Legalitas. yaitu : Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah oleh 15 orang dengan luas tanah 2.600 Ha.

c. Tambahan untuk 50 KK di loaksi Transmigrasi Besum Kampung Karya Bumi juga
memiliki Legalitas yaitu : Surat Pernyataan pelepasan atas tanah Nomor :
05/SA/CAN-II/1976 tanggal 14 September 1976 dengan luas tanah 150 Ha.

Berdasarkan Pelepasan Hak atas tanah dari masyarakat Adat kepada Pemerintah untuk
lokasi Transmigrasi, sebagaimana pada poin 2 huruf a, huruf b dan huruf ¢ maka oleh
Pemerintah telah ditetapkan sebagai tanah Negara untuk pemukiman Transmigrasi
melalui :

a. SK Bupati Jayapura Nomor.25/KPTS/BUP-JP, tanggal 18 Juni 1976.

b. SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 50/GIJ/1977 tanggal 7

Juni 1977.
c. SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor SK.2/HPL/DA/1978 tanggal 18 Juni 1978.

Mohon Pemerintah buka Ruang/Kesempatan untuk Dialog dalam upaya untuk
menyelesaikan masalah Lokasi Transmigrasi Benyom Jaya 1 dan Benyom Jaya 2
Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura.

Demikian Pengakuan dari Gereja-Gereja di lembah Grime atas konflik lokasi Transmigrasi
Benyom Jaya 1 dan Benyom Jaya 2 Distrik Nimbokrang/ Kabupaten Jayapura.

Besum, 04 September 2015
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An. Pimpinan Gereja di Wilayah Grime
Kabupaten Jayapura,

6. Ke P Grime Nawa,
> 0
< A
”
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) o/ : )
A DAKA
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Tembusan disampaikan kepada Yth :

PANGDAM XVII / Cenderawasih di Jayapura ;

KAPOLDA Papua di Jayapura ;

Ketua Komisi I DPR Papua di Jayapura ;

Ketua Persekutuan Gereja — Gereja di Papua (GPDP) di Jayapura ;
Ketua Sinode Am GKI di Tanah Papua di Jayapura ; -
Ketua Sinode GPDP di Jayapura ;

Ketua DPD GBI Provinsi Papua di Jayapura ;

Ketua Daerah GPdI Provinsi Papua di Jayapura ;

Ketua Pokja Agama MRP di Jayapura ;

. Bupati Jayapura di Sentani ;

. Kapolres Jayapura di Sentani ;

. Dandim 1701 Jayapura di Jayapura ;

. Kepala BPN Provinsi Papua di Jayapura ;

. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura ;
. Pimpinan dan Para Peserta Rapat tanggal 27 Juli 2015 ;
. Dewan Adat Mamta / Tabi ;

. Dewan Adat Grime ;

. MUSPIDIS Nimboran ;

. MUSPIDIS Kemtuk — Gresi ;

. MUSPIDIS Namblong ;

. MUSPIDIS Kemtuk ;

. MUSPIDIS Nimbokrang ;

. Para Tokoh Adat Grime ;

. Arsip.
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KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PAPUA
JI. Soa Siu Dok V Bawah, Telp/Fax (0967) 521592, Email : komnashampapua@yahoo.co.id, Jayapura - Papua

Nomor : 023 /TL Pengaduan.3.5.6/VIl/2016 Jayapura, 20 Juli 2016
Lampiran Lo-
Sifat : Segera
Perihal : Mohon Tindak Lanjut
Kepada Yth.
Menteri Transmigrasi dan Kependudukan RI
Di—
Jakarta

Dengan hormat,

Komnas HAM RI Perwakilan Papua pada tanggal 28 Juni 2016 telah menerima pengaduan dari
Sdr.Benyamin Yantewo selaku Pimpinan Adat (Ondoafi) Kampung Bunyom,Distrik
Nimbokrang,Kabupaten Jayapura perihal pengabaian terhadap keberadaan hak ulayat
masyarakat adat Bunyom. Di dalam pengaduan diterangkan beberapa hal:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Masyarakat Adat Bunyom
seluas 1.300 Ha yang oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Transmigrasi dan
Kependudukan RI dijadikan sebagai lokasi transmigrasi bagi penduduk Jawa yang
didatangkan ke Papua sejak tahun 1975.

Tanah yang dilepas untuk lokasi transmigrasi oleh Masyarakat Adat Bunyom kepada
Pemerintah melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanggal 18 Juni 1975
Seluas 1.200 Ha.

- Tanah adat tersebut kemudian digunakan sebagai Lokasi Transmigrasi Besum
Kampung Karya Bui Distrik Namblong, Lokasi Transmigrasi Kampung Kampung
Nimbokrang Distrik Nimbokrang dan Lokasi Transmigrasi Benyom Jaya, Kampung
Benyom Jaya I dan Benyom Jaya Il Distrik Nimbokrang.

Sesuai kesepakatan tetulis dengan Pemerintah, Lokasi tanah adat yang dilepas
Masyarakat Adat Benyom seluas 1.200 Ha meliputi lokasi Transmigrasi Kampung
Karya Bui dan Lokasi Transmigrasi Kampung Nimbokrang sedangkan Lokasi
Transmigrasi Kampung Benyom Jaya I dan Kampung Benyom IJ tidak melalui
kesepakatan apapun dengan Masyarakat Adat Benyom tentang ganti rugi yang layak

atas pemakaian lokasi tanah adat tersebut.
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kesepakatan apapun dengan Masyarakat Adat Benyom tentang ganti rugi yang layak
atas pemakaian lokasi tanah adat tersebut.

- Bahwa akibat penggunaan lokasi tanpa izin maupun kesepakatan dengan Masyarakat
Adat Benyom, mereka harus kehilangan hutan tempat berburu dan berkebun (Mata
Pencaharian), Hilangnya Dusun Sagu (Sumber Makanan Pokok) dan hilangnya Tanah
Adat. Akibat lain yakni sering terjadi konflik antara masyarakat adat dengan penduduk
transmigrasi juga turut campur tangan di dalamnya aparat keamanan TNI di wilayah
tersebut yang diduga melakukan kekerasan dan ancaman terhadap Masyarakat Adat
Benyom.

Masalah ini telah diupayakan penyelesaiannya melalui Kementerian dan Lembaga
Pusat terkait serta Pemerintah Daerah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten
Jayapura, dan juga melalui lembaga legislatif DPRP dan MRP akan tetapi hingga

sekarang belum ada penyelesaian yang baik terkait penegakan hak ulayat Masyarakat
Adat Benyom.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan kewenangan Komnas HAM yang diatur
dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka
Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta Menteri Transmigrasi dan Kependudukan
Republik Indonesia agar dapat menindak lanjuti penyelesian atas masalah tanah adat

Masyarakat Adat Benyom yang hingga saat ini belum mendapat ganti rugi apapun atas

Benyom Jaya 11 oleh Pemerintah Pusat dalam hal oleh Kementerian Transmigrasi dan
Kependududkan RL

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan
permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi
serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum
acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk
memperoleh putusan yang adil dan benar dijamin dalam Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999.
Selanjutnya Pasal 37 ayat (1) menegaskan bahwa Pencabutan hak milik atas suatu benda demi
kepentingan umum hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera
serta pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan. Pengabaian
terhadap hak-hak warga negara dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum

dan demokrasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
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Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

\\;{(OM.ISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLH DONESIA

Tembusan disampaikan kepada Yth,

. Ketua Komnas HAM RI di Jakarta, sebagai laporan
2. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta
MENKOPOLHUKAM R1 di Jakarta

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

Kepala BPN RI di Jakarta

Gubenur Provinsi Papua di Jayapura

[S%]

o v oa

~d

PANGDANM XV Cenderawasiit di Jayapura
8. Bupati Kabupaten Jayapura di Sentani

9. Kepala BPN Provinsi Papua di Jayapura

10. Kepala BPN Kabupaten Jayapura di Sentani
@ Bpk. Benyamin Yantewo di Bunyom

12. Arsip
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ONDOAFI KAMPUNG BUNYUM
DISTRIK NIMBOKRANG
KABUPATEN JAYAPURA

Nomor 1 12/0B/11/2018
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pelanggaran HAM

Di Bidang Agraria atas
Tanah Transmigrasi Benyom
Jaya 1 dan Benyom Jaya 2
Distrik Nimbokrang
Kabupaten Jayapura
Provinsi Papua,

tolong di selesaikan
Berdasarkan INPRES
Nomor : 9 Tahun 2017

Dengan hormat,

Bunyom, 27 Maret 2018

Kepada Yth :

1.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional RI
Di-

Jakarta

2. Kepala Staf Kepresidenan RI
Di —
Jakarta
3. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan  Perencanaan
Pembangunan Nasional RI
Di—
Jakarta
4. Menteri Dalam Negeri RI
Di -
Jakarta
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi RI
Di -
Jakarta
6. Menteri Hukum dan HAM RI
Di—
Jakarta
7. Gubernur Provinsi Papua
Di—
Jayapura
8. Bupati Jayapura

Di—
Sentani

Kami berterima kasih kepada Presiden RI ke 7 Bapak Joko Widodo yang memiliki hati
seorang Ayah/Bapak terhadap penderitaan yang kami alami selama ini, sehingga TUHAN telah
menggerakkan hati dari Presiden RI ke 7 sehingga pada Tanggal 11 Desember 2017 telah

mengeluarkan INTRUKSI

PRESIDEN RI

NOMOR 9 TAHUN

2017

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA
BARAT. Berdasarkan Intruksi Presiden tersebut diatas, maka kepada :
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI

2. Kepala Staf Kepresidenan RI di Jakarta
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Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Rl di Jakarta.
Menteri Dalam Negeni RI

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
Menteri Hukum dan HAM R1

Gubernur Provinsi Papua

Bupati Jayapura

Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kami menyampaikan/melaporkan pelanggaran HAM
di Bidang Agraria yang terjadi pada Tahun 1979 yang mengakibatkan kami masyarakat
Kampung Bunyom Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura menderita kekurangan gizi buruk,

akibat :

14

[S]

3
4
5:
6
-

Kehilangan tanah seluas 1.500 Ha

Kehilangan tanaman sagu 2.288 Rumpun (Makanan pokok)
Kehilangan hutan

Kehilangan lahan untuk berkebun

Kehilangan Hutan tempat berburu, pohon matoa, dil.
Kehilangan kayu, rotan, dli untuk bangun rumah tinggal

Kehilangan air tempat mencari ikan, dil

ADAPUN DUDUK PERSOALAN SEBAGAI BERIKUT :

1.

S

Berdasarkan Program Pemerintah Pusat/Program Nasional tentang Transmigrasi, maka pada

tanggal 18 Juni 1975 masyarakat Adat Kampung Nimbokrang melepaskan/menyerahkan

tanah Adat mereka seluas 2.600 Ha dengan batas-batas sebgai berikut :

- UTARA Berbatasan dengan  : Sungai Grime

- TIMUR Berbatasn dengan : Jin. Raya Warombaim — Pobaim

- SELATAN Berbatasan dengan  : Kali Lepu

- BARAT Berbatasan dengan  : Kali Asoo

Tanah Adat tersebut diatas kemudian ditetapkan sebagai Tanah Negara untuk lokasi

Pemukiman Transmigrasi, melalui :

a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : SK.2/HPL/DA/1978 Tanggal 18
Juni 1978

b. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Irian Jaya Nomor : 50/G11/1977
tanggal 7 Juni 1977

c. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 1 Jayapura Nomor : 25/KPTS/BUP-
JP/1976 Tanggal 18 Juni 1976

Tanah 2.600 Ha memiliki Legalitas yang kuat sebagai Lokasi Pemukiman Transmigrasi

Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura.

Sedangkan Pelanggaran HAM di bidang Agraria terjadi atas lokasi Transmigrasi Kampung

Benyom Jaya | dan Benyom Jaya 2 Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura.
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Kami masyvarakat adat Kampung Bunvom Distrik Nimbekrang Kabupaten Jayapura tidak
pernah melepaskan /‘menyerahkan Tanah Adat kami Asoo — Muaif seluas 1.500 Ha kepada
Pemerintah untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi.

Tanpa izin dan masyarakat Adat Kampung Bunyom, pada waktu itu Pemerintah dengan

dukungan TNI dan POLRI melakukan tindakan penyerobotan atas Tanah Adat kami Asoo

Muaif, yang sekarang disebut Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kampung Benyom Jaya |

dan Benyom Jaya 2 Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura.

Pada Tahun 2014 Presiden RI ke 6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah bentuk

Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), di Pimpin oleh

Bapak Bambang Darmono (Jend Pum) dan Wakil Kepala UP4B adalah Bapak Eduard

Fonataba (Bupati Sarmi sekarang).

Masalah ini telah kami laporkan kepada Kepala UP4B dan proses yang pernah dilakukan

oleh UP4B adalah sebagai berikut :

A. Pada Tanggal 6 Agustus 2014 Kepala UP4B mengadakan Pertemuan dengan masyarakat
Adat Bunyom dan warga Transmigrasi di Balai Kampung Benyom Jaya 1. Tujuan dari
pertemuan adalah Kepala UP4B mau dengar sendiri tuntutan dari masyarakat Adat dan
keluhan dari warga Transmigrasi Benyom Jaya 1 dan Benyom Jaya 2 Distrik
Nimbokrang Kabupaten Jayapura.

B. Berdasarkan Aspirasi dari masyarakat pada 6 Agustus 2014, maka Kepala UP4B
mengadakan Pertemuan dengan Kementrian/Lembaga terkait di Jakarta pada 13 - 14
Agustus 2014.

C. Pertemuan berikutnya dengan masyarakat Adat, warga Transmigrasi, Pemerintah
Kabupaten Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua dan Kementrian /Lembaga terkait di
Jakarta pada 18 — 19 September 2014. Dalam pertemuan ini telah disepakati yaitu :

a. BPN melakukan pengukuran ulang luas tanah yang menjadi sengketa

b. Kemenakertrans memberikan Program Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk
penanaman ulang sagu di lokasi tanah adat yang disiapkan masyarakat.

c. Pemerintah melalui kemenakertrans menyiapkan program pemberian Rekognisi.
Pemda menyiapkan dan mengajukan program pemberdayaan masyarakat yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat adat.

e. Pemda dan masyarakat adat menyiapkan lahan untuk program pemberdayaan
masayarakat.

f. Masayarakat tidak akan mengganggu selama proses penyelesaian.

Kesepakatan tersebut diatas, oleh Kepala UP4B telah melaporkan kepada Presiden RI

melalui Surat Nomor : B-367/K-UP4B/10/2014 tertanggal Jakarta, 6 Oktober 2014.

Sampai hari ini kami masyarakat Adat Kampung Bunyom Distrik Nimbokrang Kabupaten

Jayapura sedang menunggu bagaimana Petunjuk lebih lanjut dari Presiden RI.

. Dengan adanya INPRES RI Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017, kami

mempunyai harapan yang amat besar, bahwa INPRES Nomor 9 Tahun 2017 akan menjadi
Jembatan EMAS (Penghubung) antara masyarakat Adat Kampung Bunyom dengan Mantan
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Kepaia UP4B Bapak Bambang Darmono dan Kabinet Kerja (Kementrian/Lembaga terkait),
Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagaimana yang telah
diperintahkan oleh Presiden RI ke 7 Bapak Joko Widodo melalui INTRUKSI PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017, untuk menyelesaikan masalah
tanahTransmigrasi Benyom Jaya ! dan Benyom Jaya 2 Distrik Nimbokrang Kabupaten
Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor :

SK.2/HPL/DA/1978 Tanggal 18 Juni 1978.

Demikian Permohonan kami, atas bantuan dan perhatian Bapak-Bapak terhadap kami

masyarakat Papua di Kampung Bunyom Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, kami ucapkan

terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth

1.
. Kepala Kantor KOMNAS HAM Perwakilan Papua di Jayapura

. Ketua MRP di Jayapura

. Ketua DPR Papua di Jayapura

. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

o

w

Mantan Kepala UP4B Bapak Bambang Darmono di Jakarta

Nasional Provinsi Papua di Jayapura.

. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Papua di Jayapura.

7. Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Jayapura.

. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura di Sentani.

. Arsip.
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KANTD

k. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
3R WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

PROVINST PAPUA

EEPUTUSAN KEFVALA KANTOR WILAYAE SADAN PERT,

AHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
WOMOR : %3 /KEF -9/ s f20

TENTANG

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ROMOR ¥.153, M.182, P£.153, M.154, M.153, M.136,
34,157 DAN AL1B8 MASING - MABING TERCATAT ATAS NAMA ELIAB ONGGE, SIP,M.M. YANG
TERLETAR DI KEAMPONG NOLOKLA KECAMATAN SERTARI TIMUR KABUPATEK JAYAPURA
PROVINSI PAPGA, KARENA CACAT ADMINISTRASI/CACAT HUKUM DALAM PENERBITARNYS

REPALA KANTOR WILAYAH BADAKN PERTANAHAN NASIONAS, PROVINS] PAPUA

Ja

Surat permohonan Kelunrga Beser Sultu Ongge ranggzi 12 Mei 2008
yang intinya mohon bpantusn tndak lemjut proses pembatal
sertipiitat Hak Milik nomor M.151, M.152, M.153, M.153, M,
M.156, M.157 dan M.15§ masing-masing tereater atas  name
Elinb Ongge, SIP.M.M.;

Surat Kepalz Xanior Pertananan Kabupaten Jayapura wngeal 21 Jub
2010  No 162/600-14/VII/2010 perihal ue':gus\ﬂan f:e:nba .a 3
sc'uplka‘ “H.L Miik nomer H 15 i, M 15.4 g

33

Surat Kepmu Kantor Wilayah Badau Perlanahau XNasionzl Provinsi
Papuz tanggal 1¥ Agustus 2010 Ne 9307600.91/VI1/2009 perine!
pembatalan sertipikar Hak Milik nomor M.131, s/d 5.158 atas nama
Eliab Ongge, scbanyak 8 {delapan} bidang, di Kehwahan Nolokla
Distrik Sentani Timur Xabupaten Jayrpura Pravinsi Papua;

Berita Acara Pelaksanaan Gelas Tindek lanjut Proses Pembatuian 8
{delapen) Sertipikat A.n. Eliab Ongge, S.IP, M.M, Berdusarkan Surat
Kepala Xantor Wilayanh BPN Provinsi Papua 461.A/60C.18
Q1 /I 2009, Berita Acara Gelas No. 64 /BAHGP/VII/201¢;

Surat Kepaia Badan Pertanahan Nasioral RI tanggal 29 Apri 2011
Nomor 1433/25.2-600/1V/2011, hal Pembatalan SHM Ha.
151/ Nolokds s/d 158/Nolokia masing-masing tercatal ats nama
Zliak Ongge, SIP,M.M, karena terdapat Cacat Administrasi dan Cacai
hudcum dalam Penerbitannys;

Risalah Pengolaban Daia ientang penyclesaian masalah LLmhaula.n
serdpikat Hak Milik nomor M.151, M.152, M.1S3, M"SG M.135
M.156, M.?37 dan M.158 . masing-masing tercatat atas nama
Elinb Ongge, SIP.M.M tanggal 21 Desember 2010;

balwwza hak atas tanan yang diusulkan pembatalannyz oleh Kepaia
Xantor Pertanahan Kabupaten Jayapura edalah Sertipikat Hak Miiik
nomor M.131, M.152, M.153, M.154, M.155, M.156, M.157 dan }.158
masing-masing tercaiat atas nama Eliab Ongge, SIPM.M.

Yarg luas kesecluruhannya adalah 62 Hs diterbitkan pada nggat 10
Desember 2007;

bahwa penerditan Sertipikat Hak Milik nomor M.151, M.152, M.153,
M.154, M.155, M.156, M.137 dan M.158 masing-masing tercatat atas
nama Etab Ongge, SIP,M.M. yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Jayapura tidak sesuai dengan prcsedu.r penerbitan hak
atag faneh vang di atur delam Peraturan’ Pt'menntah No. 24 Tabun
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pasgige:

ENEstapkan

o

133

5.

’

M wtas  iansh  gbvek 89,
&y 31/Pde/ 1985/ Vi-dpr, e
Mo, %B17/PK/Pdi/198Y% deapist  pengguzat

tdaucch Hebe Ohee melawan Gubernur / Kepalx dacrab 7
Jaya Dkk. melawan Petras Polu Wally dan Max Ongue ©
Mo 158 atus mame Blics Ongge SIP, MM waleupun
anah obyek perkara dan iclah dibeid oleh Dinas Ten
¥ebudaynan Provingi Papua namun Sertipikag Hak M
terdit di alas swmah adag

bumwe terha perkara rersebit oleh Mahkamai Agu
diputus pada gzal 25 Juit 1992 No. 381/PX,/Pd: 19%
AMRATILY, ara iain menyatakan taash sengketa adanlah
ng dimiliki oleh para penggugat dan menghulum para
ek membzyar gantt rugi kepada para peaggupai dal
schesar Rp. 18.600.000.000,- {Deiapan balas milya:

rupiah) masing-masing untuk i /6 [seperenam) bagi

Kanvensi

ay uta

a besdasatkan Serite Acare Penelivan Dam Yusidis den data

Fisik dari Kanior Pertanahan Kabupaten Jgyapura langgal 25 Juni
2008 Dikstahwi hai-hal sehagai berikut :

- Eidang tanah yang menjadi obyek perkara <an dimohonkan
haknya adaiah tanan adar milik keluarga besar sukw Ongge;
Pada ceat dilakukans pemeriksaan dilapangen  bhidang tan
wrsehut diknasai ofeh Pemserintah Provinsi Papla.

hanwa univk terud igiTasicno¥a . Rertinilar
MBS, RLASZ. MLISZ, AL IS4, MBS, M50, &

masing-niasing tercaiat alas nama  Elab Ongge.

Wilayah Badsn Partanahar Nasienasl Provinsi Papuea;

rg-vpdang Homoy 3 Tahun 1960 Lembaren Wegara 1950 No

{indang-undang Noxwr 5 Tabun 1986 jo undang Nomor § Tahun 2603

Paraturan femenaian Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara 1997

tomor 891;

Corstiiran Fresiaen Nomor 10 Tanun 2006,

Peraiuran Mentsvi Negam Agrara / Kepala Badan Pertematian

Nasional Momor 2 Tabun 1997,

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nesional  Repubiik Indonesia
omor 3 Tahun 2005:

Poraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republk Indonesia

Piomor ¢ Takun 2008;

Peratumn Kepala Badan Peransban Nasional  Repubiik Indenesia

Momor 3 Tahun 2011;

MERUTUSEAN:

REPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHAHAN NHASIOMAL
PROVINSI PAPUs TENTANG PEMBATALAN SERT'WPIEAT HAK MUK
NOMOR M.131, M.152, M.153, M.154, BL1SS, 34.186. 61137 DAN M.I5%

MASING-MASING TERCATAT ATAS NAMA ELIAB ONGGE, 8.IP M

A YANG

TERLETAK D! KAMPUNG NOLOKLA KECAMATAN SENTANL TiMUR
KABUPATEM JAYAPURA PROVINSI PAPUA, KARENA CACAT AUMINISTRASE
DAN CACAT HUKUM DALAM PENERBITANNYA

KESATU ...

270



M.187 dan M.15Y8 masing-masing erTATAl Atas Aemi s s, .o,

AL, vang diterbitken oleh Kantor Pertznalan Kabupaten Javapure tidak

s¢sual dengan prosedur dan mengandung cacat adminisirasi vaitu

¢. Ticak dilakuken penzururan da tdak ads tanda terima G(‘..‘lbr yaran
pengukaran

Tidak tercatai dalam daftar isiasn

¢. Tidak éilakukan Pengurauman Data Fisik dan Yuridia
4. Tidsk 2da Rigaian Panitia “4”
2. Tidak ana Beiita Acars Pengumiumen Data fsik dan da turias
KEDUA DCT\lea[ Hak Milik nomoer M.153, M.132, M.153, M. 154, #1535, M.1S6.
M.157 dan M.188 masing-masing tercatat atas nama  Llial ")n ane, S0P,
MM, ame fensh terietok di Kampung Nolokla Distrik Seniar
Kabupmter: Jayapura Provinsi Papna dan menvataken Lida_‘k 4ar
schagel tanda buki hak atas fanah yang sah sema mengembalikan
tanahnya ke keaduan semula
BiETIQA H

Mcmcrintf_ﬂ)km\ kepada Kcepala Kantor Pertanuhan Kabupaien Jayapuri

uniuk :

a. Mencaiat batalaya sertipikat hak milik sebagaimana dimaksud daiam
diktum KESATU dau pada buku tapab den dafter-daftar laicnya vaoy
ade dalam ad.ninisirasi pendeftaran tanah;

b, Menark deci peredaran S:rtipikat Hak Milik sebagaimana dimakeud
dalam Diktum KESATU, dan apabila penarikan tersebur tidak dapas
dilaksanakan agar diumumkan 1 {saty) “ali dalam 1 isatyj

kabar harian yang beredar di !\abu;atcn Jayapura atus biny
Besar Suln Ongge:

uul’u

Apsbdila dikemudisn ban terdapat kekeiiruan dalmin  senstapannys
Keputusan ini akan ditiajau kembali sebagaimana mestinva

Kegaiusan il mular berieku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dt : Juyapure
Pada tanggal : A0 Desember 2008

REPALARARTOR WILAYAH
BADANY
¢/ PRA

UU RO T, S.4
NIP. 19 007["'1987 16

;K::pada Yeh

¥; Kepaia Kantor Pcrwnah&n Kabupaten Jayspura di Sentani;
?}. Kelvargs Besar Suku Ongge di Sentard;

4. Sdr. Etisb Ongge, STC,M.M. di Sentari.*

'!’unbnsan Disempaikan kepada Vib :

. Deputi Bidang Pengkajizn dan Penanganan Sengketa Konflik Peranahan

Budnn Pertanahan Nasional Republik [ndonesia di Jakerta,

Kepala Bideng Pengksjion dan Penangenan Sengketa Kenflik Pertanahan Kantor Wilayea Badai
Pertanshan Nasional Provinsi Papue

Pemeriotan Provinsi Papua di Jayapura;

Kepala Kantor Pelavanan Pajok Bumi dan Bangunan di Jayapura;

Arsip.
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KANTOR PERWAKILAN PAPUA

Pusat: Jln H.R Said Kav C-19 Sakaca Selatun. Telp (021)52960894 Fax (021)52950507
Kantor Perwalilan Papus : Jln. Bara lewal mefatj RT.03/03, paxar lama Abepura-dayapurz. Telp/fax (U967) 585552

Jayapura, 11 Suni 2013

Nomor : 21 /KKLAJORVPAP/VI/2013
Lamp -
Kepada Yth. -
Sekretariat Daerah Proviusi Papus.
Di-
Tempat,
Perihal : Permint2an Klarifikssi I (Pertama) mengenai Tindak Lanjut Pembayaran Ganti

- Rugi Tanah seluas 50 ha yang berlokasi di Kampung Harapan, Seatani Timur

Dengm Hommét,

Bersama ini kami sampaikan sehubungan dengan pengaduzn yang telzh diterima cleh Kantor
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua dan Papua Barat dengan Nomor Register :
G24/LMYORIPAP/TV/I12 ates name Pelonor : Rartholomans QCuogge, mengenai sebidang tanah yang
terletzk di Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapure scluas = 50 ha, adapun inti
permasalahan yang hendak kami klarifikasi adalah :

i. Bahwa permasalahan penerbitan 8 (Delapan) sertifikat tanzh atas nsma Eliab Ongge seiuas 50 ha
telah menempuh berbagai upaya penyelesaian, baik melalui jalur hukum positif maupun upaya
diluar hukum positif;

2. Bahwa permasalahan tanah ini telah memperolch kekuatan hukurs yang tetap, melalui Putusan
‘Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 381 PK/Pdt.1989, yang memutuskan
Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Hanoch Hebe Ohee;

3. Bshwa berdasarkan Putusan MARI No. 381 PK/PdU1989 tanggal 28 Juli 1992, Pengadilan
Negeri Klas [ A Jayapuran telah mengeluarkan 6 (enam) surat pelaksanaan Ekselwsi terhadap
Putusan MARI No. 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Jutt 1992, yaitu ;

Nomor : W30.UI/80L/HK.04.10/X/2007, tanggal 29 Oktober 2007

Nomor : W30.UL/914/HK.04.10/X/2007, tanggal 14 Desember 2307;

Nomor : W30.UV06/HK..04. 10/172008, tengga: 08 Januari 2008;

Nomor : W30.UL/410/HX.02.12/V/2008, tanggal 08 Mei 2008;

Nomor : W30.UI/595/HK.02.07/V/2010, tanggat 26 Mei 2010;

Nomor : W30.UI/176/HK.02.07/11/2011, tanggal 02 Februeri 2011;

meap o
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HEDAM OHEY IGWANEAI-TAINYEI
ONDOFOLO HEDAM DASIM KLEWBEUW

Nomor SES/OHD/VIN/2010
Hal : Pembayaran ganti rugi hak atas tanah adat
Lamp :

Kepada Yang ternormat
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROPINS! PAPUA
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawa :

Nama : Agustinus Ph.Ohee
Alamat : Kampung harapan Distrik Sentani Timur
Jabatan : ONDOFOLO HEDAM DASIM KLEWBEUW

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan hukum adat suku seatani yang berkaitan dengan
penguasaan hak atas tanah adar hanyalah berada pada Ondofolo dan Kote dalam susunan
struktur Keondoafian yang berlaku di suku sentani, oleh karana itu maka berkaitan dengan
pembayaras ganti Tugi hiak stes temsh adst Mokhenuey yang wetira “turunsternurun xskn
dikuasat secara sah oleh suku ongge yang mana hak atas tanah adat tersebut seluas 10 Ha telah
diberikan atau dialinkan kepemilikannya kepada Dinas Pendidikan,Pemuda dzn Olah Raga
Provinsi Papua untuk pembangunan satu unit sekolah baru (1 USB ) SMA Negeri 3 sentani
dengan surss polopassn hak atas tansh adat dintsksug.

Untuk maksud tersebut saya selaku ONDOFOLO HEDAM DASIM KLEUBEUW meminta dengan
harmat kepada Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Provinsi Papua agar kiranya dapat membayarkan gantl rugi hak atas tanah adat Makhenuay
seluas 10 Ha tersebut kepada -

Nama : Bartholomeus Ongge
Alamat : Kampung harapan Distrik Sentani Timur
Jabatan : Kepala Suku Ongge

Pemyataan ini saya buat dalam keadaan sadar,sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam
tekanan pihak-pihak tertentu. Demikian penyampaian saya dan atas perhatian serta kerja
samanya tak lupa saya ucapkan terma kasih.

Kampung harapan, 10 Agustus 2010
OLO HEDAM OHEY

/

Tebusan: AR
1.Kepata Distrik Sentani Timur

2.Kepala Kampung Nolokla

3. Dewan Adat Sentani

4. Arsip
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PEMERINTAH PROVINS! PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalon Tanjung Ria Base *G" Kotak Pos 9, Telp. 541043, 543080
Aamal Kawial : CINAS DIKJAR, Teleks : 76134 PKWJAP FAXIMILE {0967) 541088, 541842,

KWITANSI

Sudal Terima Dory  : Gubemur Provingi Papua
Bawyekryo Uang © Satur milyar rupladv
Untuwk Pesmboyareun,  :  Tahap Pertama alas Gant Rugi Tanah Adat Milk Scr. ELIAB

ONGGE,S.IP. MM. Seluas 100.000 M2 (seralus ribu meter persegi}
vang teretak di Desa Nolokla Dislik Sentani Timur Kabupalen
Jayapura, sesuai Sertipikal Hak Milik Nomor 158.

Jumiah  Rp. 1.000.000.600,-

WENGE TRRURRERYE TSI t Crmmnae 5 zan
KEPALA DINAS FENDIDIKAN, PEMUDA DaN | Aset Caerah Provinsi Papua
. DLARRAGA PROVINS! Z4PUs, | Pada Tanggal-

i Yang Menenna,

1 (3

el . o T N
ury el | P ! '

Drs, JAMES MODOUW, tAMT. 4|/ SEMUEL D. MANIANI, S.505. | SLIAB ONGGE. S

PEMBINA UTAMA MADYA NIP 19650973 $90003 1 0%1 ! PEMILIK TANAH
NP 15600704 193503 1 016 [
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PEMERINTAH PROVINSI PAPUZ

UNIT KERJA : DINAS PEND!DIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
ALAMAY : JL. TANJUNG RIA BASE "G" JAYAPURA

Sudah terima ceri

FEWITANS]

GUBERNUR PRCVINS! PAPUA

Ueng sebanyak Setu miyar rupiah.
Jumnlan Rp. 1.000.000.000,~
Untuk pembayaran . Siaya Pembebasan Tanah SMA Kampung Harapan (Tahap Wi/Tahap Akhir)
di  Kab. Jayapura Tahun 2011  sasgai  No. DPA-SKFD
1.01.1.01.01.17.85.5.2.L Kode Rekening : 53.2.3.01.C7
Jayaoura,
Yang menerima,
'4'% RAL 9.4
o vadng e
e ol et
0003129
ELIAB ONGGE, S./P.MM
Pemlilk Tanah Adat
MangetzhuitManyaiujui : Lunas Dibayar :
Pengguna Anagaran
Kepa'a Dinas Pendidikan, Pemuda Bendzhara Pangelyaren,

.- 8arjOlahraga Prov. Papua

Il

s
JAMES MODOUW CHRISTIAN 1. MAKABOR!, $.S0s
PEMBINA UTAMA MADYA NiP. 18691225 159202 1 001

HIF, 19660704 198503 1 016
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PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Terfung Ria Base G Jayapur 99417 Teip. 641043, 541060, 541142
Alania Kawat: DINAS DIIAR Teloks : 16134 PKWLAP 1A FAX.{0567) 541083, 541842

KARTU TAMU
Vigitor Card

NAMA . (T ONGE S 58 (es)

Name

PEKERJAAN . PRS-
Occupation

ALAMAT . [rqmpany HorsPAn” ..

Wantsto see : Qornsads- 50 0"‘1”",(“ \
e = : S X
: Dot M A -
DENGAN / TANPA PERJANJIAN 3 ?G(’
WithWithout appointment '

. TENTANG HAL . Plseey U
Subject - W_:;P SMA RegUY
CATATAN PETUGAS :

Data Jam
Paraf

.......................................
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PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

4 Tanjung Ria Base G Jayupura 99117 - Kopos 91 - Telp. 0957 541043 — 541842
Facsimile 0967 541842 - 541060

KWITANSI

Sudah Terima darj
Uang Sebanyak
Jumiah

Untuk Pembayaran

 GUBERNUR PROVINSI PAPUA
. Dua Milyar Rupiah
. Rp. 2.000.000.000,-

. Biaya PembayaranTahap 11 Pembebasan Tanah SMA Kampung Harapdn
Tahun 2010, Nomor DPA SKPD 1.01.01.01.17.85.05.02
Kode Rekening - 5.2.3.01.07

Tahun Anggaran 2010, Tanggal 09 Septeraber 2010.
Jayapura, Nopember 2010

Ramiiilk T A,

ELIAR ONCCé.Ip.

Lunas Dibayar,
Pada Tanggal :
Berdahara Pengeluaran,

'

SEMUEL D.MANIANT, S.Sus.
NIP. 19650$23198803 1 011
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~ HEDAM OHEY IGWANEAI - TAINEAT
KELUARGA BESAR SUKU ONGGE (ONGGEYME)

Alamat : J1. Rayn Abe - Sentani Kampung Nolokia FHP. 085244094543

Kawnpung Harapan, 18 Desember 2015

No : 018/KBSQ/XI1/2015
Lampiran : 1(satu)exemplar
Perihal : P i Rugi
SMA Negeri 3-Kampung Harapan
Kepada Yth:
Ketua Komisi C DPRP PAPUA
Di
Jayapura
‘ Dengan hormat,

Menunjuk perihal tersebut diatas dan mengacu pada Undang Undang Pokok
Agraria No S Tahun 1960 yang setelah beberapa kali mengalami perubahan dan
perbaikan, akhiroya menjadi Undang Undang No 2 Tabhun 2012 yaitu tentang
Penyediaan Tanah/Lokasi/Lahan Bagi Kepentingan Umum.

Dengan demikian, maka sebagai pewaris serta pemilik sah tanah adat hak
tlayat {Makhenuai Yabha) tEmpatysasahjickest Ltelah Aibangunnya SMA Negeri 3-
Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Xabupaten Jayapura tnmaie: Serei—Sains
kesempatan ini. memochon sudilah kiranya pihak Dinas P&K. baik Kabupaten )ayapura
maupun Propinsi Papua sebagai pemilik Aset tersebut segera membayar gant rugi
tanah/lokasi/ lahan dimaksud karena semuaiiya sudah TERLANJUR terjadi dan
berlangsung jadi.

Untuk jelasnya, pada hari Kamis, 83 Desember 2015, kami sebagai pemilik tanah
adat hak ulayat telah/sudah melakukan pengukuran {secara manual) terhadap seluruh
lahan (areal) yang telah dimanfaatkan/digunakan/dimiliki oleh pthak SMA Negeri 3-
Kampung Harapan dimana ternyata bahwa luas keseluruhan areal (lahan) adalah 10Ha
{100.000 m?) sedangkan nilal ganti ruginya yang kari mint adalah Rp 50 milyar, Nitai
ganti rugi sebesar tersebut (Rp 50 milyar) menurut hemat kami adalah PANTAS dan
WAJAR karena TANAH bagi kami orang PAPUA adalah:

1. Harga diri/Jati diri
2. Satu-satunya WARISAN yang paling BERHARGA/BERNILAI bagi turun temurun

(anak cucy, del) kami

Namun demikian kami pun tdak dapat menutup mata dan sanghkali bahwa pihak
Dinas P&K Propinsi Papua telah (permah) melakukan transaksi JUAL/BEL! tanab
dengan Sdr.Eliab Ongge, SIP.MM berdasarkan Sertifikan Hak Milik (SHM) tanah No: 153,
dimana pada akhirnya SERTIFIKAT tersebut {No 158) ternyata adalah ASPAL (Asli Tapi
Palsu). Maksud kami yaita bahwa sekalipun uang ganti vugi sebesar Rp 4 milyar yang
PERNAH dibayar kepada Sdr Eliab OnggeSIPMM, TIDAK DINIKAMTI oleh selurch
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Menger;:hui/Mcnveiujui.
Para Akhona

LKIES A&.ONGGE LS

2 ARNOLD W.ONGGE

3.BEZALIEL ONGGE

4.SILAS ONGGE

SJERRY] on}:s/j

Catatan : CONTACT PERSON
BARTOLOMEUS ONGGE
No HP : 0852-4409-4943

TTTTTR Tmrmmog e smesesy savafuLses WED SR UULINGE UValigUUdall Uidlgd 1dildi . audilnak

ulayat kami TANPA ALAS HAK
» Membawah masalah ini ke RANAH HUKUM Kkarena surat surat menyakut
tanah {laban/lokasi selolah inj suda sccara BERADAS/MARTABAT berulangkali
sejak tahun 2009 kami keluarga besar suku Ongge ajuhkan ke pihak Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Propinsi Papua, Namun tidak ada satupun
yang diproses (DIGUBRIS)
» Membumi hanguskan semua bangunan yang kami anggap LIAR diatas tanah adat
hak ulayat kami Suku Ongge
Sebelum mengahiri surat ini sekali lagi kami sampaikan bahwa sebagai pewaris
dan pemilik sah tanah adat hak ulayat, maka pembayaran gant ruginya agar
diproses/difakukan mefalui Kepala Suku Ongge yaitu Bapak Barthofomeus Ongge
Demikian surat ini kami buat dengan harapan dapat diseriusi, ditindak lanjuti
serta segera direalisir (diwnjud nyatakan) sebelum berakhirnya tahun 2015.
Ahirnya, mewakili Keluarga Besar Suku Ongge sebagai pewaris dan pemilik sah tanah
lokasi tempat dibangunnya SMA Negeii 3 Kampung Harapan, kami menghaturkan
diperbanyak terima kasih.
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH PAPUA

Jalan. Or. Samratulangi C8 Jayapura Papua 991114

Nomer

Jayapura, Agustus 2016
. Bingol VIt 12016 7 Dit Reskdmum

Klarifkasi :BIASA
Lampiran  : Sural panggilan
Pagrihal :Pemohonan ljin Pemanggillan Anggota DPRD

Kab. Jayapura a.n. Sdra. ELIAB ONGGE.

Kepada:

Yth. GUBERNUR PROVINSI PAPUA
di-
Jayapura.
Rujukan :
a. Undang-undang No.2 Tahun 2012 Tentdng Kepelisian Negara Republik Indonesia;

b. Laporan Polisi Nomor : LP /142/1X/ 2014/ SPKT Polda Papua, tanggal 01 September 2014, tentang
dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372 KUHPidara.

. Surat Panggilan Nomor : Spg!/ 565 /Vill 1 2015 / Dit Reskrimum, tangaalZZAguslus 2016.

'benuoungan UENQAINTUURET SN =%

dapat memberikan iin kepada Sdra. ELIAB ONGGE, untuk mmbenkan ketemgan sehagal Saks}
kepaaa Penyidik Dit Reskiimum Polda Papua a.n. IPTU SANAWIAH Y. MAHULETTE, SIK, Nomor Hp.
081228018854, terkait dengan lerjadinya Tindak Pidana Penggelapan yanq teqadi pada tanggal 23
Desember 2013 di Kantor Gubemur Propinsi Papua, sehubungan dangan pembayaran uang ganl rugs
tanah adat suku ongge kampung harapan tahap V sebesar Rp. 7.600.000.600,- (Tujuh Milyar Enam Ratus
Juia Rupian). Sebagaimana yang di maksud dengan Pasal 372 KUHPidana (Surat Panggilan Teriampir).

3! Adapun pelaksanaan pemeriksaan akan dilaksanakan pada

Han : Rabu

Tanggal : 31 Agustus 2016

Pukut : 09:00 Wit

Tempat . Ruang Unit Il Subdit il Jatanras Dit Reskrimum Polda Papua.

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA
Dre. PAULUS WATERPAUW
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan :

t.Inwasda Polda Papuz.
2. Kelua DPRD Kab. Jayapura

LYV T T R R S AR
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HEDAM OHEY - IGWANAE! — TAINAEI

KELUARGA BESAR SUKU ONGGE

Alamat : Ji. Yabaheai Kampung Harapan Distriic Sentaai Timur Kab.Jayapura

e S TN, LT e

MNomor
Sifat
Lampiran
Hai

'T_l_g_)i_!@t_l‘obile Phone : 03524@94_}943»7

Kampung Harapan, 13 Agustus 2017
Penting/Segera
1 { satu) Exp!
Mohon Pembayaran Ganti-Rugi Tanah lokasi
SMA 3 Sentani_di Kampung Harapan Distrik Sentani Timue.

Repada Yih .

BAPAK GUBERNUR PAPUA

SEKDA PROVINSI PAPUA

KEPALA OINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV.PAPUA
REPALA BKAD PROVINS| PAPUA

Masing-masing

2N

LTy

Nanmanhnrms?
L ENGRTNOTIRTY

Disampaikan bahwa kami mendukung Program Gabermur
Papua, “Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera” Harapar
Seluruh Masyarakat Papua ( Gerakan Hasrat Papuz )
sabagai komitmen dalam penerapan Otonomi Khusus dan
ielah dilakukan berbagai program kegiatan pembangunan
yang menunjang, salahsaty diantaranya  adaiah
pembangunan sarana dan prasarana penunjang di bidang
pendidikan

Keluarga Besar masyarakat adat Suku Ongge
menyampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pengadaan tanah lokasi SMA Negeri 3 Sentan
di Kampung Harapan Disirik Sentani Timur seluas 10 Ha
{ 10.000.M2 ) oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua
adalah Tanah Adal Hak Ulayat Suku Ongge secara
turun temururn.

.Bahwa masyarakat adat Suku Ongge sebagai pemiiik
sah tanah adat/ulayat merasa dirugikan oleh Pemerintah
Pravinsi Papua dengan adanya pembayaran yang saiah
sasaran pada tiga tahapan { 2009, 2010,2011 } sebzsar
Rp.4000.000.000.,0C.- { Empat Miliar Rupiah } kepada
spekulan tanah Sdr.Eliab Ongge, S.IP,.MM berdasarkan

Ny
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(Y3

o4

Sertiikat Hak Milik No.1 5
cacai nukurn  dan  cac
Sertifikat terlampir 3.

8 vang ternyata Serifikat itu
2t adminisfrasi..! dokumen

N

-Bahwa Sertifikat Tanah Hak Millk vang digunakan

Sdr.Eliad Ongge, 3S.0P,.MM adalah Serlifikat cacai
nukum dan cacat administrasi, maka Tanah Lokasi SMA
3 Sentani Kampung Harapan Distrik Sentani Timur
Adalah tetap merupakan Tanah Adat /MHakUlayat Sulew
2ngge.

.Bahwa vpihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Frovinsi Papua telah kami datangi untuk kiarifikasi aias
status tanah adat kami, namun tidak ada itikat baik dari
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan uniuk menerims
xeluhan dan aspirasi kami { Suku Ongge ) dan
selanjutnya telah mendirikan 3edung Sekolah SMA 2
pada Tahun 2009 tanpa alas hak dan tindakan ini
meanurut  kami  adaiah  Perbuatan Melawan Hukum
Karena Pemda Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan
dar  Kebudayaan ielah nmielakukan Tindak Pidana
Penverobotan Penguasaan Tanah ianpa Alas  MHak,
namun Pihak Pemerintah Daerah Provinsi Papua/Dinas
Pandidikan dan Kebudayaan ietap membayar tanah
iokasi SMA & Sentani Timur melalui tiga tahap ( tahun
2008, 2010, 2011 ) dengan dana sejumiah
Rp.4.000.000.000,00 terbilang Empar Miliar Rupiah
Derdasarkan Sertifikat Catat hukum dan cacat
administrasi. kami bertanya..! ada apa dibalik semua
transaks! ini  dengan  spekuian tanah  Elab
Ongge.S.IP,.MM. Adanya konspirasi ini Negara teian
dirugikan.Bahkan sarana dan prasarana pendidikan
SMA Negeri 3 Sentani tidak memenuhi unsur-unsur

sebagai asset daerah danfatau Barang Milik Daerah
{BMD ).

. Periu Bapak maklumi seperlunya bahwa dalam siruktur

adat di masyarakat adat Heram Ohei, Xedudukan
sdr.Eliab Ongge,S.iP, .MM adaiah sebagai Abdi Dalem
dan/atau Pelayan Ondofolo untuk mengumpuikain sisa
makanan dan bahan mentah vang aca diatas para-para
adat Heram Ohei, bukan Kepala Suku (Kotelo) dan tidak
barkedudukan sebagai Kepala Mata Rumah (Akhona )
serta tidak memiliki kapasitas apapun daiam masyarakat
adat.
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3. Berdasarkan hal-hai tersebut diatas, kami monon Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Pagua agar
segere merealisasikan ganti-rugi tanah adat yang tersisa
Rp.11.000.000. 90.- { sebeias miiiar rupiah } kepads
xeluarga besar Suku Ongge sebagai pemiiik tanah
adat/hak ulayat yang sah sesuai dengan {atanan adat
dan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Demikian kami sampaikan kehadapan Bapak. kiranya dapat
menyelesaikan hak-hak masyarakat adat Suku Onggs
dengan arif dan bijaksana.

Alas kerjasama yang baik, xami haturkan terima kasih.-

Hormat kamj,
Keluarga Besar Suku Cngge
“Kepala Suku

Py

T L-BARTHOLOMEUS ONGGE

Mengetahui/Menyetujui

Turut mendukung para Akhona Suku Ongge \ S &
5 i N o)
1. Matatiel Ongge .« \..... 2. Otniel Ongge.......... s =
€ fuoz
4 }; e
2 Gilas Ongge 4. Jonathan Ongge...\f@%{,
.Jembusan disampaikan kepada Yih : \—'\-\
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan i di ~ Jakaria;
*3. Ketua KPK-RI di Jakarta;
‘3. Ketua 8PK ~ Rl Perwakilan Papua di Javapura;
A, Ketua DPR Papua di Jsyapurs;
B Ketua Kemisi | DPR Papua di Jayapura;
“#. Kepaia Kantor Wilayah BPN Prov.Papua di Jayapura;
7. Supali Jayapura di Sertani;
8, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kab. Jayapura di Sentani;

283



No 1005 /KBSO /111 /2018
Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal :Tanah Adat Hak Ulayat
Suku Ongge Seluas 10 ha

KepadaYith :

- Bapak Kapolri

Pimpinan Kompolnas

Pimpinan OMBUSMAN R}

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (XPK)

Hwom =

Di-

Jakarts

Dengan Hormat,

Menunjuk perikal tersebut diatas, saya yang bertandatangan di bawahinj:
Narna : Bartholomeus Ongge

Umur 71 tahun

Tabatan Adat :Kepala Suku Ongpe

Pekerjaan : Tani

Alamat . Desa Nolokla, Kampung Harapan, Distrik  Sentani Timur Kabupaten Jayapura
Provinsi Papua.

Melalui surat serta kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati memohon sudilah kirahnya semua
semua pihak terkait di Jakarta mempelaiari semua berkas-berkas (kopian) surat serta bukti-bukti lainnya yang
berhubungan dengan tentutan (pembayaran) ganti rug; terhadap pemanfaatan/ penggunaan tanah adat hak ulayat
kami keluarga besar suka Ongge yang telah dialihkan fungsinya TANVA ALAS HAK yang pasti dan jelas olch
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua,

Adapun ALASAN yang menjadi SEBAB saya sebagai Kepala Suku Ongge menyurat kepada semua
pihak terkait di Jakarta karena segala macam upaya secara ETIKA dan BERMARTABAT sudah saya dan
teman-teman lakukan selama hampir 9 (Sembilan) tahun, sejak Oktober 2009 sampai dengan saat ini untuk
memperoleh/ mendapatkan uang ganti rugi terhadep tanan adat HAK ULAYAT kami keluarga besar Suku
Ongge sehuas 100.000 M? (10 Ha) yang telah dimanfaatkar olex pihak Dinas P & K Provinsi Papua untuk
membangun/ mendirikan SMA Negert 3, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura,
Pirovinsi Papua, namun sayang seribu kali sayang semua UPAYA yang telah kami perjuangkan sejak Okiober
2009 ternvata sia-sia dan menemui ialan Rt INTU selealinnn alac an Aan VASAR HIKT M barmi balysrma
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‘be‘s‘a\j Suku Ongge sangat-sangat jelas seperti yang tertuang di dalam kopian surat-surat terlampir yang
teiab/pernah kami sampaikan kepada pihak dinas P & K Prov:nsi Papua sebagai pengguna/ pemakai [ahan/tanah
seluas 10 ha.

Kemudian walaupun semua upays sudah kami lakukar @npa membuatikan hasil (sia-sia), namun
sebagai bentvk tanggung jawab MORIL saya sebagai kepala suku Ongge sesuai AMANAT yang dipercayakan
keluarga,saya tetap dan akan terus memperjuang kan hak-hak kami yang melekat erat dengan tansh-tanah adat
HAK ULAYAT yang merupakan WARISAN dari leluhur serta orang tua kami.

Karena bagi kemi orang Papua, Tanzh adalah HARGA DIRI/JATI DIRI, selain itu tanah mnerupakan
sam-satunya WARISAN yang PALING BERHARGA/BERNILAI bagi anak cucu kami, Sehingga dengan
demikian sebagai Kepela Suku Ongge, saya tidak menyerah begitu saja terhadap keryataan yang kami

keluarga besar alami selamna ini, dengan berprinsip bahwa * KEBENARAN TIDAK BISA/TIDAK DAPAT
ditutup rutupi”.

Sebelum mengahini surat ini, perlu saya informasikan buhwa terlampir bersama surat ini, saya sertakan
semua kopian surat-surat, sejak awal dimulainya perjuangan untuk memperoleh/ mendapatkan uang ganti nugi
atas lahan/ tanah scluas 10 ha yang diklaim Pemda Provinsi Papua sebagai ASET miliknya TANPA ALAS
HAK yaug pasti dan jelas, Karena didalam Struktur Pemerintahan Adat Suku Sentani, Jayapura, Papua, tanah-
tanah adat hak ulayat diakuj sebagai tanah-tanah milik bersama/ kolektif/ komunal serta di awasi oleh seorang
Kepatu Suku.

Demkian surat ini saya buat, Dengan HARAPAN sudilah kiranya ditanggapi, ditindak lanjuti dan

dituntaskan dalam waktu dekat ini. karena sudah terlaiu lama kami kelnarpa hesar Suky Qngge bersabar dan

menunggu dalam ketidakjelasan dan ketidakpastian. Akhimya, Terima kasih banyak buat semua pihak terkait
untuk menanggapinya.

Satam danHormat Kaini,

Bartholomeus Ongge
Kepala Suku Ongge
No HP: 0852 4409 4943

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

- Kapolda Papua

- Kapoires Jayapura

- Kapolsek Sentani Timur

- Kepala SMA Negeri 3 Kampunz Harapan
- Bupati Jayaputa

- Kepala Distrik Sentani Timur

- Ondofolo Hedam Dasim Kleuwbeuw

- Kepala Distrik Sentand Timur

- Kepala Kampung Nolokla
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PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
JL RAYA ABEPURA KOTAK POS 223, TELP. 0967-581157, FAX. 0967-585289
Home Page: WWw.pn-jayapurz.go.id; ¢-mail: pnjayapura@yahoo.com
ABEPURA - JAYAPURA 99351

Jayapura, 12 Januari 2016

Kepada Yin:

BAPAI KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Up. DIREKTUR PRANATA DAN TATALAKSANA PERKARA PIDANA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA § - 13

Di-
JAKART
SURAT PENGANTAR
NOMOR : W30-U1/62/HK.01/1/2046
- )]
NO | JENIS SURAT YANG DIKIRIM JUMLAH | KETERANGAN
- 74 E -
’ Pengiriman berkas perkara Kasasi dalam perkara pidana 2 ;::ja)
1 No.172/P1d.B!2014/PN Jap 2tas nama ELIAB ONGGE, S.1p, M.M. Bur'\del |
2} Softcopy Fite | | i
; ;- AqaPemberitahuap Ruusan-Renng
© i - Akta Pemohonan Kasasi Dikirim dengan
i Akta Pemberitahuan Petrmohonan Kasasi hormat untuk
| - Tanda Terima Memori Kasasi 1 (saug pemernkssan
| - Memosi Kasasi Keping tingkat Kasass
i Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi cD
- Surat Dakwaan j
- Surat Tuntutan i
! Pulusan Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jayapurs)
_i__-_Pulusan Pengadilan Tingkat Banding (PT Jayapura)

2MDusan kepada Yth ;

Keiua Pgngedtilan Tinggi Jayapure;
Kepala Kaisksaan Tinggl Jayapura;
Terdakwa / Kuasa Hukum Terdakvia :
Arsip:
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SURAT PERNYATAAN

ang bertanda wmnean dibawah ini

Nama  Oktovianug Pihiri
Umur - 60 Tahup
Pekerjaan : Kepala Kampung Nolokla

Jabatan Adat : Akhona / Abhu Asaa

Sebagai Kepala Kampung Nolokia sekaligus scoagai salah satu Akhena 7 Abhe A

&

[el sty

keluprga besar suku Puhiri menyatakan hal - hal scbavai berikut -

w)

- Ratas — batas tnaly adat hak olavar dari masing - masing saku Heden Ol

Asatouw sudah jelas dan berlaku secara turun iemurun,

(5]

. Sebagai generast pencrus. kami hania mewarisi apa ya

sejamiz int telah

digarap serta dikei

&S irun temuran sesual balas - batas woali adat, hal

uferyat setiap suku dan beriaku sut sejak dabulu kats.

(78]

- Fakia — fakm difapangan tidak depat Jirekayasa  hanva kagens Kepentinge

orang per orang terhadap hal - il yang sudah baku.

Dengan demikian melalui surat pernyataan ini secara TRGAS saya nyatakan balnva lokasi
tanah tempat dibaaguanya SMA Megeri 3 Kampung Harapan dan daerah sekitarnya adalah
anah adat HAK ULAYAT Suku Ongge secara irun temurun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebacai PENEGASAN tentany lokasi tanah
perm ¥ & #

SMA Negeri 3 Kampung Harpee. Distrik Sentani Timur, agar semua pihak menjadi
maklum, Terima kasih.

Kampung Harapan-06 Jeli 2015

i

eqpbudt Permyheaan
v -
7s .

Akhona / Abhn Afaa
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH PARUA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

Jalan Dr. Sam Ralulangi NOmor 8 Jayapura 99112 Jayapura, +9 Oklober 2015

Nomor 1 B/i62/ X/2015/ Dit Reskrimum

Kiasifikasi . Biasa

Lampiran Do

Perihal :  Pemberitahuan Perkembangan Hasil

Panyidikan Kepada
Yth. Sdr.BARTHOLOMEUS ONGGE

Di
Sentan:

1. Rujukan

a. Laporan Polisi Nomor : L2 / 142 / IX / 2014 / SPKT Polda Papua tanggal 1 September 2014
tentang dugaan terjadinya findak pidana Penggetapan .

b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik / 369 / X / 2014 / Dit Reskrimum, tanggal 4
September 2014..

2. Bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa laporan saudara telah kami tindak {anjuli dimana
penyidik sudzh melakuken semeniksaan ierhadap beberapa orang saksi diantaranya adalsh
a. Saksi Pefapor Sdr BARTHOLOMEUS ONGGE
b. Saksi RUSTAM MIDA, S.Sos { Ka Distrik Senteni Timur !
kot FHLEP ONGGE { Kepald Kaifpung Sentani Timur j
- Saks Drs. THEODORUS RUMBIAK ( Kabid Pertendaharasn dan Kas Daerah BPKAD Propinsi
Papua
. Saksi PHILIP TILAAR MAMBRASAR ( Bendahara Pengeluaran BPKAD Prepinsi Papua)
Saksi BENYAMIN ARISOY, SEM.Si { Kepala BPKAD Propinsi Papua )
. Saksi ANDARIAS BAUNIK, SE { Wakil Kepata Cabang Bank Papua Jayapura )
. Sakst ZULFIKAR, S.Kom ( Karyawan BUMD Bank Mandiri Cabang Jayapura )
3. Bahwa kami juga sudah melakukan pemanggiian secara sah terhadap sdr ELIAB ONGGE
sebanyzk 4 kati dengan surat panggitan sebagai berikul ;
a. Surat Penggilan Nomos : S,Pgl/ 674 / 1X / 2014 / Dit Reskrimum . anggal 11 Seplember 2014.
b. Surat Penggitan Nomor : S.Pgl / 736 / X / 2014 / Dit Reskrmum , tanggal 1 Oktober 2014
¢. Sural Penggilan Nomor : S.Pgl/ 277 / V 1 2015  Dit Reskrimum , ianggal 4 Mei 2015
d. Surat Penggilan Nomor : S.Pgi/ 421 / V1 / 2015/ Dit Reskrimum , tanggal 24 Juni 2015
RS
Namun yang bersangkutan sdr ELIAB ONGGE tidak nadir memenur.i panggilan tanpa alasan yang
sah , sehingga sampai saat ini kami penyidik belum bisa memin:ai keterangannya dan hal i
menjadikan hambatzn bagi penyidik untuk menuntzstan dalam proses penyidikan ini .

a o

T
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5. Bahwa terhadap laporan saudara , proses penyidikannya sampai saat ini masih berfanjut dan tetap
akan dilaksanakan secara proposonal dan profesionaime oerdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berfaku hingga tuntas.

6. Apabila ada keluhan atas pelayanan penyidikan , agar menghubungi cafl center kami nomor { 0967 )
531834 / AKBP MARKUS BISINGLAS! { Kasubdit Il Jatanras ) No Hand Phone 081271718656 /
08124888238.

7. Demikian untuk menjadi makium dan mohon kerja samanya .

Tembusan

1. KapoldaPapua

2. Irwasda Polda Papua
3. "Pew_ s Penyidik

“ KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN,AKUNTABEL DAN TANPA
WBALAN
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Perihal : Pencairan Sisa Uang Ganti Rugi Tanah Kampung Harapan di Sentani
Sebesar Rp. 10.600.000.000,-

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada Yang Terhormat;

BAPAK GUBERNUR PROPINSI PAPUA

C.q BAPAK SEKRETARIS DAERAH PROPINSI PAPUA
Di -

Jayapura

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya elsekusi perkara 381 PK/Pdt/1989
tanggal 28 Juli 1992 yang dilaksanakan pada tanggal :

08 April 2013
Oleh :
Termotior: eksekusi:
Pemerintah Republik Indonesia
C.q Menteri Dalam Negeri
Cq. Gubernur Propinsi Papua Drh. Costant Karma
(Pihak Pertama)
dan
Pemohon eksekusi
Bartholomeus OnggeKepala Suku Masyarakat Suku Ongge

(Pihak Kedua)

Dimana berdasarkan Surat Perjanjian bersama eksekusi perkara 381 PK/Pdt/1989
tanggal 28 Juli 1992 point 3 dan point 4 menyatakan bahwa:
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Point 3. Pihak Pertama akan ricrtzvar sisa uang ganti rugi tersebut kepada Pihak Kedua
dalam dua tahap pembayzren masing-masing :

> Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
> Tahap kedua sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta
rupiah)
Namun sampai pada bulan Mei 2013 Pihak Pertama/tereksekusi Gubernur Propinsi
Papua Cs belum melaksanakan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(lima miliar rupiah), kepada Pihak Kedua/pemohon eksekusi Bartholomius Ongge,
maka Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura dengan suratnya ;
I. Nomor : W30.U1/710/HK.02.07/V/2013
Tanggal  : 27 Mei 2017
Perihal : Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kampung Harapan Sentani
Putusan Perkara 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992.

Yang menjelaskan kepada Pihak Kedua/Pemohon eksekusi Bartholomeus Ongge

sebagai berikut :

Sehubungan degan surat saudara tanggal 24 Mei 2013, perihal seperti pokok
surat di atas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. bahwa Kami tidak bisa memberikan Ketegasan tentang waktu pembayaran ganéi
rugr tanah Kampung Harapan Sentani karena hal tersebut tergantung dari Bapak
Gubernur Propinsi Papua;

2. Bahwa mengacu pada Surat Perjanjian bersama antara Bapak Guburnur Propinsi
Papua dengan Saudara sebagi Kepala Suku Ongge tanggal 08 April 2013 pada
point 4 menyatakan bahwa :

"Pembayaran tahap pertama akan dilakukan pada saat Perjanjian Bersama in/
ditanda tangani”.

Hal ini berarti bahwa pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima

miliar Rupiah) sudah harus dilaksanakan pada tanggal 08 April 2013 (foto copy

lampiran 1)

II. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura dengan suratnya ;

Nomor : W.30.U1/866/HK.02.10V1/20213
Tanggal  : 21 Juni 2013
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Perihal : Hambatan Penyelesaian Eksekusi Perkara No.381 PK/Pdt/1989
Oleh Sdr. Eliab Ongge '

Menjelaskan bahwa :

Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 20 Juni 2013 perihal seperti pokok surat

ai atas, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Perkara Perdata No.381 PK/Pdt/1989 telah dilaksanakan
secarasukarela sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian bersama tanggal
08 April - 2013;

2. Bahwa oleh karena itu, apabila ada hambatan dalam pelaksanaan putusan
perkara peraata No.381 PK/Pdt/1989, kami sarankan agar kedua pihak
kembali untuk mempedomani perjanjian bersama tanggal 08 April
2013 tersebut;

3. Bahwa benar, obyek sengketa masih dalam status sita jaminan dari PN Jayapura
No. 39/PDT-G/1984/PNJPR tanGgal 15 Mei 1985, sehingga apabila benar obyek
sengketa telah dipindahtangankan, maka agar yang bersangkutan dilaporkan
paaa pihak yang berwajib karena telah melakukan tindakan pidana sebagaimana
pasal 231 KUHP.

Dengan tembusan Kepada Yth;

1. Gubernur Propinsi Papua u,b Sekda Propinsi Papua di Jayapura;

2. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura;

3. Kapolda Propinsi Papua di Jayapura.

(foto copy lampiran 2)

Padahal, _
Telah ada surat ketua Pengadilan Negri klas IA Jayapura
Nomor : W30.UI /935 / HK.02.12 / VIII / 2012

Tanggal : 2 Agustus 2012
Perihal : Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan MARI no. 381 PK / Pdt / 1989

tanggal 28 juli 1992
Merangkum surat - surat teguran ketua - ketua pengadilan Negeri kias IA Jayapura
sejak tahun 2007 - 2012, ditujukkan kepada Gubernur Provinsi Papua yang isinya adalah

sebagai berikut :
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1. Nomor. W30C. UI/801/HK.04. 10 / X / 2007, tanggal 29 oktober 2007 (foto copy /
lampiran 3)

2. Nomor. W30.UI / 14 / HK.04.10 / X / 2007, tanggal 14 Desember 2007 (foto copy
lampiran 4)

3. Nomor. W30.UI / 06 / HK.04.10 / I / 2008, tanggal 08 januari 2008 (Yoto copy
lampiran 5)

4. Nomor. W30.UI / 595 / HK.02.07 /V / 2010, tanggal 26 mei 2010 (foto copy
lampiran 6)

5. Nomor. W30.UI / 176 / HK.02.07 / II / 2011, tanggal 02 februari 2011 (foto copy
lampiran 7)

Perihal sebagaimana pokok surat, maka dengan ini kami mohon agar bapak Gubernur
Provinsi Papua melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Molokla,
Distrik sentani yang dikenal dengan nama tanah Kampung Harapan yang masih tersisa Rp.
10.600.000.000,- ( sepuluh milyar enam ratus juta rupiah ) untuk diserahkan kepada
Kepala Suku Ongge ( Bartholomeus Ongge ), sebagai pelaksana putusan Mahkamah
agung RI Nomor 381 PK / Pdt / 1989 tanggal 28 juli 1992.
Tembusan Kepada Yth;
1. Bpk. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura;

Sdr. Bartholomeus Ongge (foto copy lampiran 8)

Selanjutnya telah ada pula instruksi / disposisi :

1. Tanggal 9 Oktober 2012 dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua yang ditujukkan
kepada : Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua
Yang isinya sebagai berikut :

" Supaya segera di proses pembayaran sesuai dengan prosedur dan  ketentuan
yang berlaku " (foto copy lampiran 9).

2. Tanggal 26 maret 2013 dari Gubernur Papua ( drh. Constant Karma ) yang ditujukkan
kepada : Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan yang isinya sebagai berikut :
" Sesuai dengan pembicaraan yang lalu dengan ketua pengadilan negeri
Jayapura, maka siapkan biaya dimaksud”,

293



" Diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku’.
" Pembayaran ini pada saat ttd kesepakatan dan tahap II paling fambat tahun
2014 sesuai dengan kesepakatan’. (foto copy lampiran 10)

3. Tanggal 27 maret 2013 dari Asisten I ( mewakili sekda ) yang ditujukkan kepada :
Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset yang isinya sebagai berikut :
" Untuk ditindak lanjuti sesuai arahan Bpk. Gubernur dan dilaksanakan pula sesuai

ketentua” (foto copy  lampiran 11)

Untuk diketahui bahwa sampai pada hari ini, semua disposisi yang merupakan
instruksi tidak dilaksanakan oleh Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset
Daerah Propinsi Papua.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan pada
tanggal 08 April 2013, belum selesai. Karena seharusnya dilaksanakan pembayaran
uang ganti rugi tanah Harapan Sentani tahap I Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah )
pada saat penandatangan kesepakatan. Dan pembayaran tahap II Rp. 5.600.000.000,-
( lima milyard enam ratus juta ) paling lambat TA 2014 sesuai dengan kesepakatan,

sehingga::
Termohon eksekusi
Pemerintah Republik Indonesia
C.q Menteri Dalam Negeri
Cq. Gubernur Propinsi Papua Drh. Costant Karma
(Pihak Pertama)
Demi hukum, wajib membayar sisa uang ganti rugi tanah Harapan Sentani sebesar
Rp. 10.600.000.000,- ( sepuluh milyar enam ratus juta rupiah ) kepada :
Pemohon eksekusi
Bartholomeus Ongge Kepala Suku Masyarakat Suku Ongge
(Pihak Kedua)
Melalui rekening Giro Bank Mandiri Nomor : 1540014028470
a.n Bartholomeus Ongge
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Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan konsekuen dan bertanggung jawab

kepada masyarakat suku Ongge.

Jayapura, 29 Januari 2018

Nors oo/
<R tBartholomeus Ongge
Kepala Suku Masyarakat Ongge

TEMBUSAN KEPADA ;

Yang Mulia Bpk Presiden Republik Indonesia di Jakarta;

Yang terhormat, Bpk. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Papua di Jayapura;

Yang Terhormat, Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi Papua di Jayapura;

Yang Terhormat, Bpk. KAPOLDA Propinsi Papua sebagai laporan;

Yang Terhormat, Direktur RESKRIM POLDA Papua;

C.a-Kepala. SPKT POLDA.Papua;

Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura sebagai laporan;

N o s N e

5

9. Arsip.
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Perihal

Lampiran

Kepada

. Sisa Uang Ganti Rugi Eksekusi Putusan Perkara Nomor : 381
PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992
: 1 (Satu) Berkas

Yth. Bapak Kepala Polisi Daerah Provinsi Papua
Cq. Bapak Direktur Bareskrim Umum

Di -

Jayapura

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bartolomeus Ongge

Umur : 70 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kampung Harapan Sentani

Status Adat : Kepala Suku Masyarakat Ongge
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan seluruh masyarakat suku Ongge.

Bersama ini dengan hormat menyampaikan tambahan laporan tentang

adanya\perbuatan Pidana yang sangat merugikan kami masyarakat suku Ongge,
yang dilakukan oleh :

Gubernur Provinsi Papua

Lo =HenalaRadan PerhendahanaanXKeuangan dan Aset Daerah

wGEREpa-awsacan

Provinsi Papua.

Membaca-:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 yang berbuny1 sebagai

berikut :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi

mereka yang membuatnya.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 415 sebagai berikut :

“Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan
umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan disengaja
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau
membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang
lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut,
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan,
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling
banyak Sembilan ratus rupiah.”

U PER

1. Bahwa berdasarkan :
A. Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas I* Jayapura yang ditujukan kepada

Pieter Ell, SH. Kuasa Hukum Bartolomeus Ongge.

Nomor : W19.DB.HT.01.10-372

Tanggal : 09 Oktober 2006

Perihal : Permohonan Penjelasan Hukum Pembayaran Hak
Ulayat Seluas 62 Ha yang Terletak Di Kampung
Harapan, Jayapura.
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Isi Surat
Point 5 :

Point 6 :

Tembusan

Bahwa dengan meninggalnya pemohon Eksekusi Hanoch Hebe Ohee,
maka demi hukum pemberian kuasa penerimaan uang oleh keluarga
Ongge kepada Hanoch Hebe Ohee menjadi gugur sehingga pada
waktu pembayaran tahap ketiga itu, seharusnya diterima secara
bersama-sama dengan keluarga Ongge dan karenanya telah terjadi
kekeliruan penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar
rupiah) untuk pembayaran tahap ketiga diatas.

Bahwa untuk mengetahui apakah pembayaran uang ganti rugi yang
diterima oleh keluarga Ohee untuk ketiga tahap tersebut telah
digunakan atau dimanfaatkan bagi pembangunan perkampungan
Suku Ongge di Daita dan Kampung Harapan sebelah kiri jalan menuju
Sentani, maka Ketua Pengadilan Negeri Jayapura telah
memerintahkan Panitera melakukan pengecekan di lapangan akan
tetapi dari Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Jayapura ternyata di kedua perkampungan Suku Ongge tersebut tidak
ada pembangunan ataupun Kkegiatan pembangunan yang dilakukan
oleh Hanoch Hebe Ohee ataupun ahli warisnya Agustinus Ohee,
sehingga terbukti uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar
rupiah) yang telah diterima oleh keluarga Ohee tidak dimanfaatkan
sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI.

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;

2. Bapak Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;

3. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura di Jayapura;
4, KetuaBewan PerwaldianRalgatPapuadigayapma;
5. KetuaMajelis Rakyat Papua-dijayapura;

6. Keluarga Agustinus Ohee di Jayapura (foto copy

terlampir).

eriampl

B. Surat Ketua-Ketua Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada Bartolomeus Ongge.
Sejak tahun 2007 sampai dengan 2012 (fotocopy terlampir) yang dirangkum
oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I# Jayapura.

Nomor
Tanggal
Perihal

Isi Surat

:W30.U1/935/HK.02.12 /VIlI/2012
: 02 Agustus 2012
Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan MARI No. 381

PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992.

Menindak lanjuti surat dari Kepala Suku Ongge, tertanggal 31 Juli 2012, serta
menyusul surat kami masing-masing :

AN W R

Nomor W30.Ul/801/HK.04.10/X/2007, tanggal 29 Oktober 2007.
Nomor W30.Ul/914/HK.04.10/X/2007, tanggal 14 Desember 2007.
Nomor W30.Ul/06/HK.04.10/1/2008, tanggal 08 Januari 2008.
Nomor W30.Ul/410/HK.02.12/V/2008, tanggal 08 Mei 2008.
Nomor W30.U1/595/HK.02.07/V/2010, tanggal 26 Mei 2010.
Nomor W30.Ul/176/HK.02.07/11/2011, tanggal 02 Februari 2011.

Perihal sebagaimana pokok surat, maka dengan ini kami mohon agar Bapak
Gubernur Papua agar melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di
Desa Nolokla, Distrik Sentani yang dikenal dengan nama tanah Kampung
Harapan yang masih tersisa Rp.10.600.000.000,- (Sepuluh milliar enam ratus
Jjuta rupiah) untuk diserahkan kepada Kepala Suku Ongge (Bartholomeus Ongge),
sebagai pelaksana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 381.PK/Pdt/1989

Tanggal 23 Juli 1992.
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Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.

2. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura.

3. Saudara Bartolomeus Ongge (Kepala Suku Ongge) di Jayapura.
4

. Arsip.

. Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas I* Jayapura yang ditujukan kepada

Bartolomeus Ongge (Kepala Suku Masyarakat Ongge).

Nomor : W30.UI/1388/HK.02.12/11/2012

Tanggal : 28 November 2012

Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Eksekusi Perkara No.
381/PK/Pdt/1989

Isi Surat 4

1. Bahwa pembayaran ganti rugi sebagai pelaksanaan Putusan Peninjauan
Kembali (PK) Nomor : 381/PK/Pdt/1989 adalah atas dasar sukarela dari
termohon eksekusi kepada pemohon eksekusi;

2. Bahwa oleh karena itu maka pembayaran ganti rugi tersebut dapat dilakukan
secara langsung oleh termohon eksekusi kepada pemohon eksekusi;

3. Bahwa apabila pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan, kami minta agar
bukti pembayaran dikirimkan kepada kami untuk dilampirkan dalam berkas
perkara yang bersangkutan.

Tembusan
1. Pihak Termohon Eksekusi / Gubernur Cs di Jayapura;

(untuk diketahui dan dilaksanakan).
2. Arsip_(fotocopy terlampir).

Bahwa dengan adanya Petunjuk Ketua Pengadilan ‘Negeri Klas 14 Jayapura
tersebut di atas, maka :
Pada tamggal 04 Oktober 2012 Pemohon Eksekusi Bartoiomeus Ongge,
menemui Asisten I Sekda Propinsi Papua menyerahkan berkas persiapan
pelaksanaan eksekusi putusan perkara No. 381/PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli
1992.
Kemudian Asisten | MENGINFORMASIKAN kepada Sekda Propinsi Papua
(dalam hal ini adalah Drh. Constant Karma) yang isinya sebagai berikut ;
Terlampir disampaikan laporan hasil kerja Tim Pemeriksaan Fisik lapangan
lokasi tanah Pemda Kampungt Harapan yang terdiri dari :
1. Laporan Tim Pemeriksaan Fisik Lapangan di lokasi tanah Kampung
Harapan Sentani.
2. Surat Pernyataan Keluarga Besar Suku Ongge

3. Bukti-bukti foto
4. Dokumen berkas proses pelaksaan eksekusi perkara (satu buku)

Mohon korekst dan arahan Bapak Sekda kepada Kepala BPKAD.

Terhadap informasi Asisten I di atas, pada tanggal 09 Oktober 2012, Sekda
(drh. Constant Karma) MENGINSTRUKSIKAN kepada Kepala Badan
Perbendaharaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD) yang isinya

sebagai berikut :
SUPAYA SEGERA DIPROSES PEMBAYARAN SESUAI DENGAN PROSEDUR

DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

Selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2012, Pemohon Eksekusi
Bartolomeus Ongge, menemui Asisten 1 Sekda Propinsi Papua menyerahkan
TAMBAHAN berkas persiapan pelaksanaan eksekusi putusan perkara No.
381/PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992.
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Asisten I kemudian menindaklanjuti dengan memberi disposisi/informasi

yang ditujukkan kepada Pj. Gubernur (dalam hal ini Bapak drh. Constant

Karma) yang isinya adalah sebagai berikut :

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur-tambahan dokumen

pendukung lokasi tanah Kampung Harapan Sentani yang terdiri dari :

1. Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas * Jayapura perihal petunjuk
pelaksanaan pembayaran eksekusi No. 381 PK/Pdt/1989.

2. Dasar pertimbangan pembayaran ganti rugi tanah Kampung Harapan
seluas 62 hektar dari Kepala Biro Hukum.

3. Dokumen pendukung lainnya (terlampir).

4. Bila Kepala BPKAD ada pertimbangan lain sebaiknya disampaikan secara
tertulis sehingga ada bukti, jangan dengan lisan (fotocopy terlampir).

Bahwa berdasarkan informasi-informasi tersebut di atas, maka pada tanggal

18 Februari 2013, Pemohon Eksekusi Bartolomeus Ongge dan Termohon

Eksekusi drh. Constant Karma selaku Pj. Gubernur Provinsi Papua dengan

disaksikan oleh Ketua Pengadilan Negeri 14 Jayapura, bersepakat untuk

mengadakan persiapan pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 yang materinya adalah

sebagai berikut:

1. Menentukan Hari, Tanggal, Jam dan Tempat Pelaksanaan;

2. Menyusun Surat Perjanjian Bersama Eksekusi Putusan Perkara
Nomor 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 yang ditandatangani
bersama sebagai legalitas kesepakatan perjanjian tersebut.
‘Menentukan dan menyvetnjuitahapan-pembavaran sisa uang_ganti rugi
eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 381 PK/Pdt/1989 sebagai
berikut :

- Tahap I : Sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
dibayar pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Bersama dalam
eksekusi tanggal 08 April 2013.

- Tahap II : Sebesar Rp. 5.600.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus
Juta Rupiah) dibayar paling lambat pada tahun 2014 (foto copy

terlampir)

w

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013, Pj. Gubernur Papua, drh. Constant
Karma mendisposisikan/instruksi diteruskan kepada :

- Sekretaris Daerah
- Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah

Isi Disposisi/Instruksi :

1. Sesuai dengan pembicaraan yang lalu dengan ketentuan Pengadilan
Negeri Jayapura, maka siapkan biaya dimaksud.

2. Diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3. Pembayaran ini dilakukan pada saat tanda tangan kesepakatan dan tahap
II paling lambat Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan kesepakatan (foto

copy terlampir)

Kemudian pada tanggal 27 Maret 2013, Asisten | (mewakili Sekda)
memberi disposisi/instruksi kepada Kepala Badan Perbendaharaan
Keuangan dan Aset Daerah Benyamin Arisoi.

Isi Disposisi/Instruksi tersebut adalah :

“Untuk ditindak lanjuti sesuai arahan Bapak Gubernur dan dilaksanakan
pula sesuai ketentuan.” (foto copy terlampir)
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® Bahwa tepat pada tanggal 08 April 2013, eksekusi Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 juli 1992 DILAKSANAKAN

yang dihadiri dan disaksikan oleh :
Sekda, para Asisten, para pejabat teras lainnya dan Kepala
Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah.

- Kepala-Kepala Dinas Provinsi yang terkait dalam Gugatan Perkara 381
PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992.

- Beberapa anggota Keluarga Suku Ongge.

% Bahwa BERITA ACARA PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN BERSAMA
EKSEKUS!I Putusan Perkara No. 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992
SECARA SAH ditandatangani oleh :

Pemohon Eksekusi
Bartolomeus Ongge
Kepala Suku Masyarakat Ongge
(Sebagai penggugat konvensi dalam perkara No. 381 PK/Pdt/1989
tanggal 28 Juli 1992)
dan
Termohon Eksekusi
drh. Constant Karma
Pj. Gubernur Provinsi Papua
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Cq. Menteri Dalam Negeri
(Sebagai tergugat Konvensi dalam perkara 381 PK/Pdt/1989
tanggal 28 Juli1992).

Maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338, yang
berbuityt -

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah beriaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”.

Seharusnya pembayaran sisa uang ganti rugi Putusan Perkara 381 PK/Pdt/1989
tanggal 28 Juli 1992 tahap I sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
demi hukum dibayar seketika, setelah perjanjian bersama eksekusi Putusan
Perkara nomor 381 PK/Pdt/1939 tanggal 28 Juli 1992 ditanda tangani. Namun
oleh karena pada saat itu Ketua Pengadilan Negeri I* Jayapura berada di Jakarta,
maka Termohon Eksekusi Gubernur Cs dan Pemohon Eksekus Bartolomeus
Ongge sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan setelah Ketua Pengadilan

Negeri 14 Jayapura berada di Jayapura.

Bahwa sunguhpun Ketua Pengadilan Negeri I Jayapura berada di Jayapura, namun
sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 termohon eksekusi Gubernur Cs. (Lukas
Enembe S.IP,MM.) dalam hal ini Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset
Daerah tidak melakukan pembayaran maka Pemohon Eksekusi Bartolomeus
Ongge menyurati Ketua Pengadilan Negeri 1* Jayapura.

Sehingga berdasarkan surat pemohon eksekusi Bartolomeus Ongge, maka pada
tanggal 24 Mei 2013 Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dengan suratnya :
Nomor :W30.Ul/710/HK.02.07/V/2013
Tanggal : 24 Mei 2013
Perihal : Pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah Kampung Harapan
Sentani Putusan Perkara no 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 juli 1992.
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Memberi petunjuk sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak bisa memberikan ketegasan tentang waktu pembayaran
ganti rugi tanah Kampung Harapan Sentani, karena hal tersebut tergantung
dari Bapak Gubernur Provinsi Papua;

2. Bahwa mengacu pada surat perjanjian bersama antara Bapak Gubernur
Provinsi Papua dengan saudara sebagai Kepala Suku Ongge tanggal 08 April
2013 pada point 4, menyatakan bahwa :

“Pembayaran tahap pertama akan dilakukan pada saat Perjanjian Bersama
ini ditanda tangani “.
Hal ini bervarti bahwa pembayaran tahap pertama sebesar
Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah ), sudah harus dilaksanakan
pada tanggal 08 April 2013.
Tembusan kepada :
1. Bapak Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
2. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura (fotocopy
terlampir).
Bahwa sampai tanggal 20 juni 2013 sisa uang ganti rugi tahap I sebesar
Rp. 5.000.000.000,- ( Lima milyar rupiah ) Eksekusi Putusan Perkara nomor
381 PK/Pdt/1989 belum juga dibayar oleh termohon eksekusi Gubernur.Cs.
Maka, pemohon eksekusi Bartholomeus Ongge tanggal 20 Juni 2013 menyurati
Ketua Pengadilan Negeri Jayapura lagi, sehingga pada tanggal 21 Juni 2013 Ketua
Pengadilan Negeri Jayapura dengan suratnya :

Nomor : W.30.Ul/866/HK.02.10/VI/2013
Perihal . Hanbatan Penyelesaian Eksekusi Perkara No. 381.PK/Pdt/1989
~eleh sdr EliabOngge.

Memberi petunjuk-sebagai-berikut:
1. Bahwa Putusan Perkara Perdata no. 381.PK/Pdt/1989 telah dilaksanakan

tanggal 08 April ZU132
2. Bahwa oleh karena itu, apabila ada hambatan dalam pelaksanaan Putusan

Perkara Perdata no. 381.PK/Pdt/1989, kami sarankan agar kedua pihak
kembali untuk mempedomani Perjanjian bersama tanggal 8 April 2013
tersebut.

3. Bahwa benar, Obyek sengketa masih dalam status Sita faminan dari
Pengadilan Negeri Jayapura nomor : 38/PDT-G/1984/PNJPR tanggal 15 Mei
1985, sehingga apabila benar obyek sengketa telah dipindahtangankan, maka
agar yang bersangkutan dilaporkan pada pihak yang berwajib karena telah
melakukan tindak pidana sebagimana pasal 231 KUHP.

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Papua
Ub. Sekda Provinsi Papua di Jayapura

2. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura

3. Kapolda Provinsi Papua di Jayapura (fotocopy terlampir).

Namun dua penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tersebut tidak
dihiraukan oleh Gubernur Cs. dalam hal ini Kepala Badan Perbendaharaan

Keuangan dan Aset Daerah.

Ironisnya, justru pada saat pemohon eksekusi Bartholomeus Ongge sedang
berusaha dengan gencar agar Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset
Daerah melaksanakan disposisi-disposisi/instruksi Pj. Gubernur Constant Karma
sebagaimana telah diuraikan di atas Namun tidak dilaksanakan, tanpa alasan dari
Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah sampai saat ini.
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Bahwa pada tanggal 20 September 2013 Gubernur Cs. (Lukas Enembe, S.IP,MM.)
mengadakan rapat dengan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tanpa menghadirkan
pemohon eksekusi, Bartolomeus Ongge.

Bahwa setelah rapat tersebut, Ketua Pengadilan Negeri membuat surat

Nomor 1 W30-41/1256/HK.02/1X/2013
Tanggal : 23 September 2013
Perihal : Mohon petunjuk pelaksanaan Putusan PK. No 381/PK/Pdt/1989

(foto copy terlampir}.

Anehnya, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura masih memohon lagi petunjuk Ketua
Kamar Perdata Mahkamah Agung untuk pelaksanaan Putusan nomor 381
PK/Pdt/1989 tanggal 28 juli 1992.

Padahal : petunjuk Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung nomor
244/PAN.2 /X1/266 SPK/PDT/2013 tanggal 2 Desember (foto copy terlampir}
TELAH KADALUARSA karena pada tanggal 8 April 2013 telah sah dilaksanakan
eksekusi secara sukarela oleh Termohon Eksekusi drh. Constant Karma Pj.
Gubernur Provinsi Papua dan Pemohon Eksekusi Bartolomeus Ongge Kepala Suku
Masyarakat Ongge, yang sampai saat ini uang sisa ganti rugi tanah Kampung
Harapan sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah)
tidak diterima oleh pihak Pemohon Eksekusi Bartolomeus Ongge serta Surat
Perjanjian Bersama Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara nomor 381
PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 yang sudah ditandatangani sah oleh
Termohon Eksekusi drh. Constant Karma Pj. Gubernur Provinsi Papua dan
Pemohon Eksekusi Bartolomeus Ongge Kepala Suku Masyarakat Ongge tidak
diserahkan oleh GubernurGsidmkesdEnembe, Sdn MMlkenada.RemohansEksekusi
Bartolomeus Ongge sampai saat ini.

Bahwa justru pembayaran sisa uang ganti rugi tanah Kampung Harapan sebesar Rp.
10.600.000.000.- (senuluh milyar enam ratus juta rupiah) oleh Gubernur Cs {Lukas
Enembe, S.Ip, M.M) dibayarkan kepada :

1. Agustinus P. Ohee sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

2. Eliab Ongge Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)
TINDAKAN INI ADALAH PERBUATAN PIDANA YANG SANGAT MERUGIKAN
MASYARAKAT SUKU ONGGE.

Perlu diketahui bahwa :
1. Agustinus P. Ohee (anak kandung dari alm. Hanoch Hebe Ohee}

2. Eliab Ongge (salah satu keponakan dari alm. Max Ongge)
Tidak berhak melanjutkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Keluarga Besar Ongge
(lihat foto copy Surat Kuasa terlampir) kepada orangtua mereka :
- Alm. Hanoch Hebe Ohee, dan

- Alm. Max Ongge
Karena : Dengan telah meninggalnya orangtua mereka, maka demi hukum Surat

Kuasa  yang diberikan oleh Keluarga Besar Ongge menjadi gugur (lihat point 5
pada fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri nomor. W19.DB.HT.01.10-372

tanggal 09 Oktober 2006).

Untuk lebih jelas lagi, bersama ini kami lampirkan beberapa bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat kuasa dari Kepala Suku Ongge kepada Hanoch Hebe Ohee
tanggal 18 Juni 1983.

2. Fotocopy bukti kegiatan Max E. Ongge selaku penerima kuasa dari suku Ongge
yang menandatangani permohonan penyelesaian tentang status tanah Kampung
Harapan tanggal 5 Mei 1972 dan 8 Februari 1973.

3. Surat pertimbangan pembayaran ganti rugi tanah Kampung Harapan seluas
62 ha oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
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4. Foto copy surat Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Papua kepada
Sekretariat Daerah Propinsi Papua dan tembusannya kepada Bartolomeus

Ongge; :
S. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor 65/PDT.G/2015/PN.JAP

Dengan demikian maka jelaslah pembayaran sisa uang ganti rugi tanah
Kampung Harapan sebesar Rp. 10.600.000.000,- (Sepuluh milyar enam ratus
juta rupiah) oleh Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas Enembe, S.IP,MM.
kepada :

1) Agustinus P. Ohee sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) dan
2) Eliab Ongge sebesar Rp. 7.600.000.000,- {Tujuh milyar enam ratus juta
rupiah). Adalah perbuatan pidana yang sangat merugikan Keluarga Besar Suku

Ongge.

Bahwa seharusnya Gubernur Cs. dalam hal ini Kepala Badan Perbendaharaan
Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan disposisi/instruksi Gubernur Provinsi
Papua:

1. Tanggal 26 Maret 2013 Pj. Gubernur Provinsi Papua drh. Constant Karma
menginstruksikan kepada Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset
Daerah sebagai berikut :

- “Sesuai dengan pembicaraan yang lalu dengan Ketua Pengadilan Negeri

Jayapura, maka siapkan biaya dimaksud.”
“Diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.”
“Pembayaran ini pada saat tanda tangan kesepakatan dan tahap ke I paling

“dambat Twhun2834sesuai-dengandiesepakatan”

2. Tanggal 27 Maret 2013 Asisten I {mewakili Sekda) menginstruksikan kepada
Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :
“Untuk ditindak lanjuti sesuai dengan arahan Bapak Gubernur dan dilaksanakan
nula sesuai ketentuan.”

3. Dan juga pada tanggal 09 Oktober 2012 Sekretaris Daerah Provinsi Papua
menginstruksikan kepada Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset

Daerah :
“Supaya segera diproses pembayaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku.”

Namun Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah Kantor
Gubernur Provinsi Papua tidak menghiraukan, sehingga demi hukum, Gubernur
Cs. tetap bertanggung jawab untuk membayar sisa uang ganti rugi tanah Kampung
Harapan seluas 62 Ha sebesar Rp. 10.600.000.000,- (Sepuluh milyard enam
ratus juta rupiah} kepada pemohon eksekusi Bartolomeus Ongge melalui nomor
rekening Bank Mandiri : 154-001402847-0 a.n. Bartolomeus Ongge.

Bahwa apabila saat ini Gubernur Cs. tidak membayar sisa uang ganti rugi tanah
Kampung Harapan sebesar Rp. 10.600.000.000,- (Sepuluh milyar enam ratus
juta rupiah), maka konsekuensinya adalah pembangunan Sarana PON yang
sekarang sedang dikerjakan di atas tanah sengketa dihentikam, karena tanah
obyek sengketa masih dalam status Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Jayapura
Nomor 39/PDT-G/1984/PNJPR tanggal 15 Mei 1985 (lihat Surat Ketua
Pengadilan Negeri Jayapura No. W.30.U1/866/HK.02.10/VI/2013 tanggal 21

Juni 2013; point 3 .
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Demikianlah laporan Uraian Perkara yang kami sampaikan, mohon perkenanan
Bapak Kapolda Provinsi Papua melindungi dan menolong kami masyarakat kecil ini.
Adalah doa kami, kiranya Tuhan menyertai Bapak dalam mengemban tugas negara.

Sentani, 17 November 2017
Kepglu Kgka Masyarakat Ongge

Tembusan :

o)}

[eelN]

1. Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia
2. Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia

—
4
5

Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

. Yth. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
. Yth. Bapak Gubernur Provinsi Papua

Ub. Bapak Sekda Kantor Gubernur Provinsi Papua di Jayapura

. Yth. Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Ub. Pimpinan Proyek Sarana PON Tahun 2020 di Jayapura

. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klas 1*dj Jayapura
. Yth. Bapak Kapolres Kabupaten Jayapura di Sentani

TS

Niko .
o ;c%( (3.
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Perihal : Penggelapan Uang Ganti Rugi Eksekusi Perkara
MARI Nomor: 381PK/Pdt/ 1989 tanggal 28 Juli
1992

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Yang Mulia Bapak Presiden
Repub!ik Indonesia

Di-

Jakarta

MEMPERUATICAN

. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338, sebagai
berikut:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 415 sebégai
berikut : e
“Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk
sementara waktu, yang dengan disengaja menggelapkan
uang atau surat berharga yang disimpah karena
jabatannya,atau membiarkan uang atau surat berharga itu
diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong
sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut,

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”
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“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 sebagai
berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahahatan

diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara
paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak

Sembilan ratus rupiah”.

4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 231
“Barang siapa sengaja menarik barang yang disita
berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau yang dititipkan
atas perintah hakim, atau dengan mengetahui, bahwa
barang ditarik dari sita, menyembunyikannya, diancam
dengan pidana paling lambat empat tahun”

5. Penjelasan Hukum Ketua Pengadilan Negeri -nomor:
W.19.DB.HI. 0i-10-372 tanggal 9 Oktober 2006
Perinai : Permohonan Penjelasan Hukum, Pembayaran Hak
Ulayat Seluas 62Ha yang terletak di Kampung
Harapan Jayapura. (Fotocopy terlampir) yang isinya

sebagai berikut :

Point6 Bahwa untuk mengetahui apakah pembayaran uang
gahti rugi yang diterima oleh keluarga Ohee untuk
ketiga tahap tersebut telah digunakan atau
dimanfaatkan bagi pembangunan perkampungan Suku
Ongge di Daita dan Kampung Harapan sebelah Kiri
jalan menuju Sentani,paka Ketua Pengadilan Negeri
Jayapura telah memerintahkan Panitera melakukan
pengecekan di lapangan akan tetapi dari Berita Acara
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura
ternyata di kedua perkampungan Suku Ongge tersebut
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6.

tidak ada  pembangunan ataupun  kegiatan
pembangunan yang dilakukan oleh Hanoch Hebe
Ohee ataupun ahli warisnya Agustinus Ohee, sehingga
terbukti uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam
miliard rupiah) yang telah diterima oleh Keluarga
Ohee tidak dimanfaatkan sesuai dengan Putusan
Mahkamah Agung RI;

¢ Surat Teguran Ketua-Ketua Pengadilan Negeri Klas IA
Jayapura nomor.W30,Ul/ 935/ HK.02.12/ VIII/ 2012 tanggal 02
Agustus 2012 yang menyatukan semua Surat-Surat Ketua '

Pengadilan Negeri sejak tahun 2007 sampai dengan tahun

2012 yang masing-masing adalah sebagai berikut :
1) Nomor W.30. UI/ 801/ HK.04.10 / X/ 2007, tanggal 29 Oktober

2007

2) Nomor W.30. Ul/ 914 / HK.04.10 / X/ 2007, tanggal 14
‘Desember 2007
3) Nomor W.30. Ul/ 06 / HK.04.10 / I/ 2008, tanggal 08 Januari

2008

4) Nomor W.30. UI/ 410 / HK.02.12 / V/ 2008, tanggal 08 Mei 2008
5) Nomor W.30. UI/ 595 / HK.02.07 / V/ 2010, tanggal 26 Mei 2010
6) Nomor W.30. Ul/ 176 / HK.02.07 / 1I/ 2011, tanggal 02 Februari

2011.

Perihal :

Teguran Kepada Gubernur Provinsi Papua untuk
melakukan Pembayaran Sisa Uang Ganti Rugi
Tanah Harapan Sentani sebesarRp.10.600.000.000,-
(sepuluh miliard enam ratus juta rupiah) untuk
diserahkan kepada Kepala Suku Ongge
(Bartolomeus Ongge) sebagai pelaksanaan Putusan
MARI nomor 381 PK/ Pdt/ 1989 tanggal 28 Juli 1992.
(fotocopy terlampir).
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‘Siirat ‘Ketua Pengadilan Negeri Kias A yang ditujukan
kepada Bartolomeus Ongge no. W30.Ui/ 1388/
HK.02.12/1112012 tanggal 28 November 2012.

Perihal :  Petunjuk Pelaksanaan Eksekusi Perkara nomor.
381/ PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992. (fotocopy

terlampir).

1) Bahwa pembayaran ganti rugi sebagai pelaksanaan putusan
Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 381/ PK/ Pdt/ 1989 adalah
atas dasar sukarela dari termohon_eksekusi kepada pemohon
eksekusi;

2) Bahwa oleh karena itu maka pembayaran ganti rugi tersebut
dapat dilakukan secara langsung oleh termohon eksekusi
kepada pemohon eksekusi;

3) Bahwa apabila pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan kami
minta agar bukti pembayaran dikirimkan kepada kami untuk

dilempidan-dalamberkasseds hrEncongiEien

8_ Konsep Surat Perjanjian Pelaksanaan Eksekusi Perkara
MARI 381 PK/ Pdt/1989 yang disusun bersama tanggal
28 Februari 2013 dan disetujui pelaksanaannya tanggal 08
April 2013 selanjutnya ditandatangani/ paraf bersama oleh :

Drh.Constant Karma
An. Pemerintah Republik Indonesia

Cq. Menteri Dalam Negeri
Cq. Gubernur Provinsi Papua
Selaku Termohon Eksekusi

Dan

Bartolomeus Ongge,
Kepala suku masyarakat Suku Ongge

Selaku Pemohon Eksekusi

Diketahui dan diparaf pada saat itu juga
oleh Khairul Fuad, SH. M.Hum

Ketua Pengadilan Negeri Kias |1A Jayapura

(fotocopy terlampir)
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10.

“"Namun oleh karena sampai saat ini Sisa Uang Ganti Rugi belum
dibayar oleh Gubernur Cs (termohon eksekusi) maka Surat
Perjanjian Bersama Eksekusi Perkara MARI 381PK/ Pdt/ 1989
pun belum juga diserahkan oleh Gubernur kepada kami

(pemohon eksekusi) sampai saat ini.

Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura nomor.
W.30.UI710/HK.02.07/v/ 2013 tanggal 27 Mei 2013. Yang
ditujukan kepada Bartolomeus Ongge.

Perihal : Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Tanah
Kampung Harapan Sentani Putusan MARI nomor
381PK/Pdt/1989 2013 tanggal 28 Juli 1992. Sebagai
berikut :

1) Bahwa kami tidak bisa memberikan ketegasan tentang waktu
pembayaran ganti rugi tanah kampung harapan sentani, karena
Raliersebuttergantany dari Ba ak Gubernur Provinsi Papua:

2) Bahwa mengacu pada surat perjanjian bersama antara Bapak
Gubernur Provinsi Papua dengan Saudara sebagai Kepala Suku

Ongge tanggal 08 April 2013 pada point 4, menyatakan bahwa :

“Pembayaran tahap pertama akan dilakukan pada
j saat Perjanjian Bersama ini ditandatangani”.
Hal ini berarti bahwa pembayaran tahap pertama sebesar Rp.
5.000.000.000,- (lima miliard), sudah harus dilaksanakan tanggal
08 April 2013. (fotocopy terlampir).

Surat Ketua Pengadilan Negeri Kias IA Jayapura yang

ditunjukkan kepada Bartolomeus Ongge dengan nomor surat

W.30.U1/866/HK.02.10.VII/ 2013 tanggal 21 Juni 2013.

Perihal : Hambatan Penyelesaian Eksekusi Perkara nomor.
381.PK/Pdt/ 1989 oleh Sdr. Eliap Ongge.

309



Yang intinya sebagai berikut :
1)Bahwa putusan Perkara Perdata No. 381. PK/ Pdt/ 1989 telah

dilaksanakan secara sukarela sebagaimana telah dituangkan
dalam perjanjian bersama tanggal 08 April 2013;

2)Bahwa oleh karena itu, apabila ada hambatan dalam

pelaksanaan Putusan Perkara Perdata No. 381.Pk/ Pdt/ 1989,
kami sarankan agar kedua pihak kembali untuk mempedomani
Peejanjian bersama tanggal 08 April 2013 tersebut ;

3)Bahwa benar, Obyek Sengketa masih dalam status Sita

Jaminan dari PN. Jayapura nomor : 39/ PDt-G/ 1984/ PNJPR
tanggal 15 Mei 1985, sehingga apabila benar obyek sengketa
telah _dipindahtangankan, maka agar yang bersangkutan
dilaporkan pada pihak yang berwajib karena telah melakukan
tindak pidana sebagaimana Pasal 231 KUHP. (fotocopy
terlampir).

Tembusan : 1. Gubernur Provinsi Papua

Sekda FrovinsiFapua di Jayapura

2. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

3]

. Kapuida provinsi Papua di Jayapura
4. Arsip

11.  Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas
IA Jayapura Perkara nomor.65/Pdt.G/2015/ PN.Jr tanggal 04
April 2016 yang antara lain sebagai berikut :

“Menimbang bahwa oleh pembayaran sisa ganti rugi tanah
adat milik Suku Ongge yang terletak di Kampung Harapan
yang dilakukan oleh Tergugat | (Gubernur) kepada Tergugat
Il Agustinus Ohee dari Tergugat Il Eliap Ongge adalah
bertentangan dengan hukum maka terhadap surat-surat
yang berkaitan dengan pelaksanaan Eksekusi Perkara
Nomor. 381 PK/ Pdt/ 1989 tanggal 28 Juli 1992 yang
dilaksanakan pada hari senin tanggal dua puluh tiga
desember tahun dua ribu tiga belas antara Tergugat I/
Gubernur Cs dengan Tergugat Ii. Tergugat il dan Surat
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Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku Ongge.
Kampung Harapan Sentani pada hari senin tanggal dua
puluh tiga bulan desember tahun dua ribu tiga belas dari
tergugat Il, tergugat Ill kepada tergugat I/ Gubernur Cs
adalah tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat dan betal
demi hukum oleh karenanya petitum angka 5 dan petitum
angka 7 beralasan Hukum dan dapat di kabulkan.”

12. Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klas | jayapura
nomor 65/ Pdt.G/ 2015/ PN. JP tanggal 4 April 2015 antara :
Bartolomeus Ongge —> Penggugat

Melawan
1) Pemerintah Republik Indonesia
Cq. Menteri Dalam Negeri
Cq. Gubernur provinsi Papua
(Tergugat 1)
2) Agustinus Phanaa Ohee
{Zergugatil)

-3) Eliep Orgge S.42=4=M

(Tergugat I/
Antara lain sehagai herikut :
Halaman 69 baris 12 sampai dengan baris 23 Putusan Pengadilan Negeri no 65

Mengadili

1) Menyatakan bahwa tergugat |, tergugat |I, tergugat Ili telah
“ melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan

Penggugat
2) Menyatakan Pelaksanaan Eksekusi Perkara nomor.
381PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 pada hari senin tanggal
dua puluh tiga bulan desember tahun dua ribu tiga belas, antara
tergugat | / Gubernur Cs dengan Tergugat Il, Tergugat Ill batal

demi hukum

3) Menyatakan semua surat-surat yang terkait dengan
- éelaksanaan Eksekusi Perkara nomor 381 PK/ Pdi/ 1989
tanggal 28 Juli 1992 yang dilaksanakan pada hari senin tanggal

dua puluh tiga bulan desember tahun dua ribu tiga belas antara
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, Tergugat I/ Gubernur Cs dengan Tergugat |l, Tergugat lli, tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat

4) Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill untuk
menyerahkan sisa uang ganti rugi tanah adat Suku Ongge
yang terletak di Kampung Harapan Sentani sebesar Rp.
10.600.000.000,- (sepuluh miliard enam ratus juta rupiah)
kepada Penggugat.

5) Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas
Tanah Adat Suku Ongge Kampung Harapan Sentani pada
hari senin tanggal dua puluh tiga, bulan desember dua ribu tiga
belas dari Tergugat Il, Tergugat lil kepada Tergugat I/ Gubernur
Cs Batal demi hukum

6) Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek
Perkara Sah dan berharga.

4 Bahwa sehubungan dengan telah sah, dilaksanakan.Surat
Feran;ian-Bersaiira Tiksekusi secara sukarela perkara MARI! nomor.
381PK/ Pdt/ 1989 tanggal 28 Juli 1992 antara :
"> Drh. Constarit Karma
a.n Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur
Provinsi Papua (termohon eksekusi)
dengan
> Bartolomeus Ongge
Kepala Suku Masyarakat Ongge
(pemohon eksekusi)
Pada tanggal 08 April 2013
Maka,
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal
1338 yang berbunyi :
“ Bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.”

312



Hal itu berarti Eksekusi Perkara MARI nomor 381PK/ Pdt/
1989 tanggal 28 Juli 1992,yang dilaksanakan ulang
(tumpang tindih) pada tanggal 23 Desember 2013 oleh :
Lukas Enembe S.IP.MH
Gubernur Provinsi Papua
Dengan
1. Alm. Agustinus Phanaa Ohee
2. Eliap ongge S.IP.MM
Tidak memiliki kekuatan hukum yang mampu membatalkan
Undang-Undang yang telah melekat pada Surat Perjanjian
* Bersama dalam eksekusi tanggal 08 April 2013.
Ironisnya Gubernur Provinsi Papua tidak menghiraukan

adanya :

1. Surat-surat teguran Ketua-ketua Pengadilan Negeri kepada

Gubernur Cs sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 yang

dirangkum dalam surat Ketua Pengadilan Negeri no. W30.Ul/ 935/

HK 02/27 37 203 2%emseni < Agasias TUTL.

Menindak ianjuti surat dari Kepala Suku Ongge, tertanggal 31 Juli

2012, serta-menyusul suratkami, masing-masing :

»> Nomor W.30. Ul/ 801 / HK.04.10 / X/ 2007, tanggal 29 Oktober
2007

> Nomor W.30. Ul/ 914 / HK.04.10 / X/ 2007, tanggal 14 Desember

2007.

Nomor W.30. Ul/ 06 / HK.04.10 / I/ 2008, tangga! 08 Januari 2008

Nomor W.30. Ul/ 410 / HK.02.12 / V/ 2008, tanggal 08 Mei 2008

Nomor W.30. Ul/ 595 / HK.02.07 / V/ 2010, tanggal 26 Mei 2010

Nomor W.30. Ul/ 176 / HK.02.07 / I/ 2011, tanggal 02 Februari

2011. (fotocopy terlampir).

vV V V VY

Perihal : Sebagaimana pokok surat, maka dengan ini kami
' mohon agar Bapak Gubernur Provinsi Papua agar
melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang terletak
di Desa Molokla, Distrik Sentani yang dikenal dengan
nama tanah Kampung Harapan yang masih tersisa Rp.
10.600.000.000,- (sepuluh miliard enam ratus juta '
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rupiah) untuk diserahkan kepada Kepala Suku Ongge
(Bartolomeus Ongge), sebagai pelaksana putusan
Mahkamah Agung Rl Nomor. 381PK/ Pdt/ 1989 tanggal

28 Juli 1992.
Tembusan . 1. Bpk Menteri Negeri di Jakarta
2. Bpk Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura
3. Sdr. Bartolomeus Ongge (Kepala Suku Ongge di Jayapura)

4. arsip

2. Penjelasan Hukum Ketua Pengadilan Negeri tentang
pembayaran tanah Hak Ulayat seluas 62Ha yang terletak di
Kampung Harapan Sentani dengan nomor suratnya no. 19. DB.
HT. 01. 10 - 372 tanggal 9 oktober 2006 point 6 sebagai berikut :

“Bahwa untuk mengetahui apakah pembayaran uang ganti rugi
yang diterima oleh keluarga Ohee untuk ketiga tahap tersebut
telah digunakan atau dimanfaatkan bagi pembangunan
perkampungan Suku Ongge di Daita dan Kampung Harapan
-sebeleh kird jalan wengja-Sentani, aka Ketua "Pengadilan Negeri
Jayapura telah memerintahkan Panitera melakukan pengecekan di
lapangan akan totapi dart Berita Acara yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Jayapura ternyata di kedua perkampungan
Suku Ongge tersebut tidak ada pembangunan ataupun kegiatan
pembangunan yang dilakukan oleh Hanoch Hebe Ohee ataupun
ahli warisnya Agustinus Ohee, sehingga terbukti uang sebesar
Rp. 6.000.000.000,- (Enam miliard rupiah) yang telah diterima
oleh Keluarga Ohee tidak dimanfaatkan sesuai dengan Putusan
Mahkamah Agung RI.” (fotocopy terlampir).

Sehingga Gubernur Provinsi Papua melakukan perbuatan
melawan Hukum karena melaksanakan lagi, Eksekusi Perkara
381PK/Pdt/ 1989 tanggal 28 Juni 1992 dengan membayar
sekaligus uang sisa ganti rugi Tanah Hak Ulayat masyarakat Suku
Ongge turun temurun kepada :

> Alm. Agustinus Phanaa Ohee sebesar Rp. 3.000.000.000,-
(Tiga miliard rupiah)

> Eliap ongge S.IP.MM sebesar Rp. 7.600.000.000,- (Tujuh
miliard enam ratus juta rupiah)
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Sehingga dengan demikian maka :

1.

“Gubernur sebagai pejabat atau orang lain yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk
sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang
atau surat berharga yang simpan karena jabatannya, atau
membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau
digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu
dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam déngan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.”
“Gubernur Provinsi Papua telah membeli tanah obyek
sengketa (Tanah Kampung Harapan Sentani) yang masih
dalam Status Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Jayapura
Nomor. 39/Pdt-G/1984/PN-Jpr tanggal 15 Mei 1985 (lihat surat
ketua pengadilan negeri no. W.30.UI/866/HK.02.10/\V1/2013
tanggal 21 Juni 2013 pada point ke tiga menyatakan:
“Bahwa benar, Obyek Sengketa masih dalam status Sita
Jaminan dari PN.Javapura Nomor: OTPTIT-(3/4084/DAIIDD
tanggal 15 Mei 1985, sehingga apabila benar obyek
sengketa telah dipindahtangankan, maka agar yang
bersangkutan dilaporkan pada pihak yang berwajib karena
telah melakukan tidnak pidana sebagaimana pasa pasal 231
KUHP.”

Bapak Presiden Yang Kami Muliakan dan Yang Kami

Banggakan kami masyarakat Suku Ongge tidak menghendaki

Gubernur kami diproses pidana tetapi yang kami kehendaki adalah

Pembayaran Sisa Uang Ganti Rugi Tanah Hak Ulayat Kami harus
segera dibayar sekaligus Rp. 10.600.000.000,- kepada

“Bartolomeus Ongge”
Kepala Suku Masyarakat Ongge
Melalui Rekening Bank Mandiri
No : 1540014028470
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Karena apabila tidak dibayar maka demi hukum tanah
obyek sengketa yang saat ini sedang dibangun sarana PON 2020.
Tidak boleh dilanjutkan !.

Perlu kami jelaskan bahwa semua persyaratan administrasi
Pelepasan Hak Adat dari jual beli telah dirangkum lengkap dalam
Surat  Perjanjian Bersama Eksekusi Perkara MARI
381PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992. Yang telah dilaksanakn

oleh:

Drh. Constant Karma
Gubernur Provinsi Papua
Dan
Bartolomeus Ongge
Kepala Suku Masyarakat Ongge
Pada tanggal 08 April 2013

Terkecuali Kwitansi Pembayaran Sisa Uang Ganti Rugi
Obyek Sengketa belum saya Bertolomeus Ongge tanda tangani
karena Uang Sisa Ganti Rugi Eksekusi Perkara MARI
381PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 sebesar
Rp. 16:665:660500,- {sepuiun miiard enam ratus Juta Jupiah)
digéiapkan.

Derriikianiair kasus yang kami sampaikan dengan harapan
Bapak Presiden Yang Mulia berkenan memerintahkan Kapolri
Republik Indonesia Cq. Kapolda Papua untuk segera memproses
kasus ini. Atas perkenan Bapak dengan hati yang tulus kami

ucapkan terima kasih

Kepala Suku Masyarakat Ongge

Tembusan ;
1. Kapolri Republik Indonesia
Cq. Kapolda Provinsi Papua di Jayapura (sebagai laporan untuk ditindak lanjuti)

2. Ka;;ala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua (sebagai laporan untuk ditindak lanjuti)

3. Gub3emur Provinsi Papua di Jayapura

4. Cq. Sekda Gubernur Provinsi Papua di Jayapura (untuk diketahui dan dilaksanakan)
5. Arsip.

316



